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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat
dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama

\ Alif - -

< Ba B Be

< Ta T Te

= Sa S Es (dengan titik di atas)
d Jim J Je

z Ha H Ha (dengan titik di bawah)
¢ Kha Kh Ka dan ha

2 Dal D De

3 Zal Z Zet (dengan titik di atas)
B Ra’ R Er

J Zai z Zet

o Sin S Es

o Syin Sy Es dan ye
o Sad S Es (dengan titik di bawah)
o= Dad D De (dengan titik di bawah)
L Ta T Te (dengan titik di bawah)
L Za Z Zet (dengan titik di bawah)
¢ ‘Ain ‘ Apostrof terbalik

¢ Gain G Ge

— Fa F Ef

Qaf Q Qi
< Kaf K Ka
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J Lam L El
Mim M Em

8 Nun N En

5 Wau W We

° Ha H Ha

s Hamzah ’ Apostrof

¢ Ya Y Ye

Hamzah (=) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi

tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda

).
2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat,

transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
i tathah a a
| kasrah i i
i dammah u u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda Nama Huruf Latin | Nama
s fathah dan ya’ ai adani
¥ fathah dan wau au adan u
Contoh:
iy : kaifa
J3

: haula




3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Nama Huruf dan Nama
Huruf Tanda
s .. |V | fathahdan alifatau ya’ a a dan garis di atas
- kasrah dan ya’ i i dan garis di atas
K dammah dan wau u u dan garis di atas
Contoh:
ok : mdta
) :ramd
E% : yamitu

4. Ta Marbiitah

Transliterasi untuk ta marbiitah ada dua, yaitu ta marbiitah yang hidup atau
mendapat harakat fathah, kasrah dan dhammah, transliterasinya adalah (t).
Sedangkan ta marbiitah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya
adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbiitah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta

marbitah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:
Julyi da ) : raudah al-atfil
alalal) il - al-maddnah al-fadilah
sl : al-hikmah

5. Syaddah (Ta;ydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan
sebuah tanda ftasydid (<), maka dalam transliterasi ini dilambangkan dengan
perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:



(keg} :rabbana

s : najjadna
aall : al-haqq
el al-haij

?’” :nu’ima
3 : ‘aduwwun

Jika huruf « bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah
(¢, maka ditransliterasikan seperti huruf maddah ().
Contoh:

!Xe ‘ali (bukan ‘aliyy atau ‘aly)

(s ‘arasi (bukan ‘arasiyy atau ‘arasy)
6. Kata“Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf J! (alif
lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan
seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf
qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung Kata sandang
ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis

mendatar (-).

Contoh:
Tanda Nama Huruf Latin Nama
i fathah a a
( kasrah i i
i dammah u u
RS :al-syamsu  (bukanasy-syamsu)

fd)j)\ : al-zalzalah  (bukanaz-zalzalah)
facdal : al-falsafah

S al-biladu
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7. Hamzah
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof () hanya berlaku bagi
huruf hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila huruf hamzah

terletak di awal kata, maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia

berupa alif.
Contoh:
Oyt : ta’murdna
};5«“ s al-nau’
£l :syai’un
&l : umirtu

8. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau
kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat
yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau
sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia
akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya,
kata al-Qur’an(dari al-Qur’an), alhamdulillah, dan munagasyah. Namun, bila kata-
kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus

ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fi al-Qur’an al-Karim
Al-Sunnah gabl al-tadwin

9. Lafaz Aljalalah (4)
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya
atau berkedudukan sebagai muddf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf

hamzah.
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Contoh:
A 23> dinullah

Ly billdh

Adapun fa marbitah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jaldlah,

ditransliterasi dengan huruf (t).

Contoh:
JI i B3 +2  :hum firahmatilldh
10.  Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (4// Caps), dalam
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf
kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf
kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang,
tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri
didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap
huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak
pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf
kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul
referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks
maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa ma Muhammadun illa rasul

Inna awwala baitin wudi ‘a linnasi lallazi bi Bakkata mubarakan
Syahru Ramadan al-laz\i unzila fih al-Qur’an

Nasr al-Din al-Tusi

Nasr Hamid Abii Zayd

Al- Tufi

Al-Maslahah fi al-Tasyri’ al-Islami
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Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu> (bapak
dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus

disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abi al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abual-
Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abt Zaid, Nasr Hamid (bukan:Zaid,
Nasr Hamid Abi)

B. Daftar singkatan
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

Swt = Subhanahu Wa Ta‘ala

saw = Sallallahu ‘Alaihi Wasallam

as = ‘Alaihi Al-Salam

H = Hijrah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

1 = Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
SM = Sebelum Masehi

QS.../...:4 = QS Al-Bagarah/2: 4 atau QS Ali ‘Imran/3: 4

HR = Hadis Riwayat
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ABSTRAK

Nurul Mutmainnah, 2024. “Pernikahan Anak di Bawah Umur dalam Perspektif
Perundang-undangan dan Hukum Islam: Studi pada Praktik Kecamatan Wara
Utara” Skripsi Program Studi Hukum Keluaraga Fakultas Syariah Institut Agama
Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Muh Darwis dan Agustan.

Skripsi ini membahas mengenai pernikahan anak di bawah umur dalam
perspektif perundang-undangan dan hukum islam: studi pada praktik kecamatan wara
utara. Penelitian bertujuan untuk mengetahui pernikahan anak di bawah umur dalam
perundang-undang dan Hukum Islam, faktor-faktor penyebab terjadinya praktik
pernikahan anak di bawah umur dan dampaknya di kecamatan wara utara.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan
sosiologis. Penulis memperoleh data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi,
Informan penelitian ini adalah Tokoh masyarakat dan remaja yang melakukan pernikahan
anak di bawah umur.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pernikahan anak di bawah umur
menimbulkan prolematika, baik dari segi perspektif perundang-udangan maupun hukum
Islam. Mengenai batasan usia pernikahan, dalam UU perkawinan mengacu pada pasal 7
ayat 1 tahun 1974 yang kemudian di revisi dan menjadi UU Perkawinan Nomor 16 tahun
2019. Kemudian dalam hukum Islam tidak ada dalil dalam al-Qur’an maupun Hadits
yang menyebutkan berapa batasan usia pernikahan. Adapun ayat yang berkaitan dengan
kelayakan seseorang untuk menikah ada dalam al-Qur’an, yaitu Q.S. Al-Nur ayat 32 dan
Q.S. An-Nisa’ ayat 6. Hal itu kemudian yang menyebabkan para ulama memberikan
penafsiran yang berbeda mengenai batasan usia pernikahan. Seperti yang di kemukakan
Imam Syafi’l tidak melarang pada usia berapa seseorang di perbolehkan melangsungkan
perkawinan. Namun, beliau menganjurkan seseorang yang boleh melakukan perkawinan
idealnya ketika sudah balig. Sedangkan pendapat Imam Abu Hanifah dalam
melangsungkan suatu perkawinan seseorang haruslah melaksanakan suatu persiapan
seperti persiapan fisik, persiapan rohani persiapan ekonomi dan kematangan mental.
Adapun faktor terjadinya praktik pernikahan anak di bawah umur di kecamatan wara
utara Pertama, yaitu (1) Adat/istiadat, (2) Kurangnya perhatian orang tua, (3) pergaulan
bebas, terjadinya pernikahan anak di bawah umur di kalangan anak atau remaja yang ada
di kecamatan wara utara (4) Broken Home. Kedua, dampak yang ditimbulkan praktik
pernikahan anak di bawah umur di kecamatan wara utara (1) terjadinya pertengkaran
keluarga, pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan anak di bawah
umur tidak bisa memenuhi atau tidak mengetahui hak kewajibannya sebagai suami istri
sehingga sering terjadi pertengkaran. (2) putus sekolah adalah salah satu dampak yang
ditimbulkan dari pergaulan bebas yang menyebabkan anak harus menikah di bawah umur
sehingga anak tersebut putus sekolah. (3) Dampak terhadap psikologi, (4) Terjadinya
perceraian.

Kata Kunci: Pernikahan dibawah umur, Undang-Undang perkawinan, Hukum Islam.
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ABSTRACT

Nurul Mutmainnah, 2024. "Marriage of Minors in the Perspective of Legislation
and Islamic Law: Study of the Practice of North Wara District" Thesis of
the Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic
Institute. Supervised by Muh Darwis and Agustan.

This thesis discusses the marriage of minors from the perspective of
Islamic legislation and law: a study of the practice of North Wara sub-district. The
aim of this research is to determine the marriage of underage children in Islamic
law and law as well as the factors that cause the practice of marrying underage
children in Wara Utara sub-district.

This research is a type of qualitative research with a sociological approach
method. The author obtained data through observation, interviews and
documentation;

The informants for this research are community leaders and teenagers
who marry underage children. The results of this research are as follows: The
marriage of underage children causes problems, both from a statutory and Islamic
law perspective. Regarding the age limit for marriage, the Marriage Law refers to
Article 7 or 1 of 1974 which was later revised and became Marriage Law Number
16 of 2019. Then in Islamic law there is no argument in the Koran or Hadith that
states what the age limit for marriage is. , This then caused the ulama to give
different interpretations regarding the age limit for marriage. The in Islamic law
there is no evidence in the Qur’an or hadith that mentions the age limit for
marriage. The verses related to a persons’s behaviour to get married are in the
Qur’an. Namely Q.S. Al-Nur verse 32 and Q.S. An-Nisa verse 6. This caused the
scholars to give differents interpretations regarding the age limit at which
someone is allowed to carry out the marriage. As stated by Imam Syafi’l, he did
not forbid the age at which someone is allowed to get married, but he
recommended that someone should ideally be allowed to get married. When the
have reached puberty. Meanwhile, Imam Hanafiah opinion in carryng out a
marriage is that a person must carry out a marriage is that a person must carry out
preparation such as physical, spiritual, economic and maturity preparations
mentally. The factors that cause the practice of marrying underage children in
Wara Utara Pertama sub-district are (1) lack of parental attention), (2) Economic,
(3) Lack of parental attention, the occurrence of underage marriages among
existing children or teenagers. in North Wara district. Second, the impact of the
practice of marrying underage children in North Wara sub-district (1) is the
occurrence of family quarrels, husband and wife couples who have married
underage children cannot fulfill or do not know their rights and obligations as
husband and wife, so quarrels often occur. (2) dropping out of school is one of the
impacts resulting from promiscuity which causes children to marry underage so
that the child drops out of school. (3) Impact on psychology, (4) Occurrence of
divirce.

Keywords: Underage marriage, marriage law, Islamic law
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah suatu ikatan antara pria dan wanita sebagai suami dan
istri berdasarkan hukum undang-undang, agama dan adat istiadat yang berlaku.*
Secara umum pengertian pernikahan diatur dalam undang-undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang perkawinan. Dalam undang-undang ini disebutkan pernikahan ialah
ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri
dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.?
Hukum agama dan hukum positif Indonesia telah mengatur peraturan per
undang-undangan terkait dengan perkawinan yang baik dan benar. Pengertian
perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat
atau misagan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah swt dan melaksanakan
merupakan ibadah.® Perkawainan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah
tangga Sakinah, mawaddah dan wa rahmah.*

“Problematika Fikih Kontemporer” menjelaskan bahwa menikah adalah
sebuah cara untuk dapat menyalurkan nafsu biologis sesuai dengan tuntutan
agama dan sunnah rasul.> Menurut hukum Islam, pernikahan atau perkawinan

lalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan

1Dandang, Hukum Perkawinan, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 58.

2 Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2020),
74

¥ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam

® Huzaemah Tahido Yanggo, Prolematika Fikih Kontemporer, (Jakarta: Gaung Persada
Press Jakarta, 2019), 3 .



untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk berketurunan, yang
dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan hukum syari’at Islam.”
Dengan demikian sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan firman

Allah dalam Al-Qur’an surah Ar-rum/ 30:21, yang berbunyi:

iss 54 Sz ass ) 18 vl 2 KUAT 2 K0 als O w2
djji.a.u D.aj uby J> 3;
Terjemahnya:

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan

pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung

dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa

kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat

tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Islam telah menawarkan sebuah konsep dengan persayaratan istita’ah
(kemampuan) bagi seorang yang menghendaki pernikah. Dalam Islam pun sebuah
keharusan dalam pernikahan jika seseorang bisa dikatakan mampu dan sudah

sesuai dalam ajaran agama Islam. Hal demikian adalah patokan yang diberikan

Rasulullah, sebagaimana yang terdapat dalam sebuah hadis yaitu.

W K B0 1 Lo o g e ] 0 S e S
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Artinya:
Pernikahan itu termasuk sunnahku, barang siapa yang tidak mengerjakan
sunnahku, maka tidak termasuk dari (umat) ku. Dan menikalah kamu
sekalian, sesungguhnya aku membanggakan banyaknya umat atas kamu
sekalian. Dan barangsiapa yang telah mempunyai kemudahan,

® Mega Meirina, ‘Hukum Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam’,
Ahkam, 2.1 (2023), 22—49 (https://D0i.Org/10.58578/Ahkam.V2i1.785).



menikahlah. Dan barang siapa yang belum menemukan (kemudahan),

maka hendaklah berpuasa sesungguhnya puasa itu dapat menjadi tameng

baginya.’

Menurut ilmu fikih, salah satu terpenting dalam persiapan pernikahan
adalah faktor usia. Karena seseorang akan dapat ditentukan, apakah ia cukup
dewasa dalam bersikap dan berbuat atau belum. Dalam perkawinan dituntut
adanya sikap dewasa dan matang dari masing-masing calon. Dalam agama Islam
secara tegas tidak terdapat kaidah-kaidah yang sifatnya menetukan batas usia
perkawinan, berdasarkan hukum islam pada dasarnya semua tingkatan usia dapat
melakukan ikatan perkawinan.® Dalam hukum islam syarat pernikahaan adalah
aqgil dan baligh yang tidak memandang batas usia.

Lebih lanjut mengenai pernikahan anak di bawah umur beberapa dekade,
mulai dari tahun 1974 sampai dengan tahun 2019, batas umur umur 16 tahun bagi
wanita yang diatur dalam pasal 7 ayat 1 Undang-undang RI, 1974, menjadi acuan
bagi masyarakat, ketika hendak menikah,. Lahirnya UU Perlindungan anak yang
menetap batas usia anak 18 tahun, telah menimbulkan konflik norma antara UU
perlindungan anak dengan UU perkawinan sejak tahun 2003 sampai tahun 2019.
Hal ini terbukti dengan adanya kasus-kasus pernikahan anak dibawah umur yang
menjadi delik berdasarkan ketentuan UU tentang Perlindungan Anak.

Benturan dua UU yang yang sederajat (Lex Specialis) di ranah hukum

masing-masing (Privat & Publik), menimbulkan polemik dalam masyarakat.

’ Al-Maktaba al-Wagqfeya, Sunan Ibnu Majah, Kitab An-Nikah, Juz 5, No. Hadis 1836.
SEmi Djun’astuti, Muhammad Tahir, And Marnita, ‘Studi Komparatif Larangan

Perkawinan Antara Hukum Adat, Hukum Perdata Dan Hukum Islam’, Al Manhaj: Jurnal Hukum
Dan Pranata Sosial Islam, Volume 4, Nomor 2 (2022), 28.



Masyarakat akhirnya mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi pada
tanggal 20 April 2017 yang memohon perubahan batas usia perkawinan di
Indonesia. Akhirnya Mahkamah Konstitusi menerima permohonan tersebut
dengan mengeluarkan amar putusan Mahkamah Konstitusi No.22/PUU-
XV/2017°, yang mengabulkan permohonan para pemohon dan memerintahkan
kepada Pembentuk UU (DPR RI) untuk dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun
melakukan perubahan terhadap UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,
khususnya berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan.
Dalam kurun waktu tersebut, DPR RI dan Pemerintah akhirnya menyepakati
Perubahan atas Pasal 7 ayat UU No.1 tahun 1974, Tentang Perkawinan, terkait
ketentuan batas minimal usia menikah bagi Laki-laki dan Perempuan, serta
dispensasi menikah untuk anak dibawah umur. Perubahan ini disahkan oleh
Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Oktober 2019 dengan menetapkan UU
No0.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU No.l tahun 1974 Tentang
Perkawinan. Dengan demikian konflik norma terkait batas usia minimal bagi
wanita untuk kawin antara UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak telah
teratasi, karena kini secara yuridis laki- laki dan perempuan baru boleh diizinkan
kawin bila telah berumur 19 Tahun, kecuali mendapatkan dispensasi dari lembaga
judicial dengan alasan-alasan yang kuat.*

Di Indonesia, pernikahan di bawah anak umur sudah menjadi fenomena
nasional, budaya menjadi faktor yang berpengaruh besar terhadap pola kehidupan

dalam masyarakat, termasuk dalam pernikahan anak dibawah umur. Indonesia

% Putusan Mahkamah Konstitusi No 22/Ppu-Xv/2017.
19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pembahasan Undanng-Undang Nomor 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan



menempati peringkat ke-37 dengan jumlah pernikahan dibawah umur tertinggi di
dunia, dan ke 2 di Asia Tenggara. Ini tentu bukanlah hal yang membanggakan
karena fenomena ini mempengaruhi kepadatan penduduk (angka kelahiran tinggi),
angka kematian ibu dan anak tinggi dan angka Perceraian diusia dini juga tinggi

Kendati demikian, bahwa batas umur anak yang sudah diatur dalam
ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, apabila terjadi
penyimpangan terhadap ketentuan umur seorang anak baik orang tua pihak pria
atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan
alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Pengadilan
sebagai muara yang memutuskan suatu permasalahan dalam hal perkawainan anak
dibawah umur dalam menentukan pemberian dispensasi terhadap anak, wajib
mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan
perkawinan.

Dengan itu, sebagaimana dalam pandangan ahli hukum Islam terhadap
perkawinan dibawah umur dalam kepetusan ijtima ulama komisi fatwa se-
Indonesia 11l tahun 2009, dinyatakan bawah dalam literatur figih Islam, tidak
terdapat ketentuan secara eksplisit mengenai batas usia pernikahan, baik Batasan
usia minimal maupun maksimal. Walau demikian, hikmah tasyri’ dalam
pernikahan adalah menciptakan keluarga Sakinah, serta dalam rangka

memperoleh kuturunan (hifizh al-nasl) dan ini bisa tercapai pada usia dimana



calon mempelai telah sempurna akal pikirannya serta siap melakukan proses
reproduksi.™

Secara umum dalam hukum Islam mengenai perkawinan di bawah umur
terdapat pendapat para hali hukum Islam, antara lain:*?

a. Pendapat Ibn syubrumah dan abu bakr al-asham, sebagaimana disebutkan
dalam fath al-Bari juz 9, halaman 237 yang menyatakan bahwa
pernikahan usia dini hukumnya terlarang, dan menyatakan bahwa praktek
nikah nabi dengan aisyah adalah sifat khususan nabi.

b. Pendapat Ibn Hazm yang memilih antara pernikahan anak lelaki kecil
dengan anak perempuan kecil. pernikahan anak perempuan yang masih
kecil oleh bapaknya dibolehkan, sedangkan pernikahan anak lelaki yang
masih kecil dilarang.

Mengenai usia perkawinan pada dasarnya Hukum Islam tidak mengatur secara
mutlak tentang batas umur perkawinan. Tidak adanya ketentuan agama tentang
batas umur minimal dan maksimal untuk melangsungkan perkawinan, diamsumsi
memberi  kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya. Al-Qur’an
mengisyaratkan bahwa orang yang melangsungkan perkawinan haruslah orang

yang siap dan mampu. Firman Allah SWT dalam QS. An Nuur/24:32
@ oy et 2 S8 s o 4 {5tk 08
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! Keputusan Para Ijma Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia I1I Tahun 2009, tentang Masaail
Asasiyah Wathaniyyah, 165.
12 K haeron Sirin (2009), Fikik Perkawinan di Bawah Umur, Jakarta: Ghalia Indonesia, 35.



Terjemahya:

“Dan kawinlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-

orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki

dan hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan

mampukan mereka dengan karuniannya-Nya. Dan Allah Maha Luas

(pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”™

Fenomena pernikahan anak di bawah umur di Kecamatan Wara Utara
merupakan salah satu fenomena yang banyak terjadi di berbagai wilayah
Kecamatan Wara Utara. Hal ini menunjukkan kesederhanaan pola pikir
masyarakat sehingga fenomena pernikahan anak di bawah umur masih berulang
terus dan terjadi di berbagai wilayah tanah air baik yang di kota-kota besar
maupun di pelosok tanah air. Fenomena pernikahan anak di bawah umur akan
berdampak pada kehidupan keluarga dan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Usia pernikahan muda berbanding lurus dengan tingginya angka perceraian
karena pasangan suami istri yang remaja belum siap untuk membangun kehidupan
rumah tangga.

Secara psikilogis mereka masih belum matang berfikir, bahkan mereka
cendrung labil dan emosional. Ketika terjadi permasalahan dan pertengkaran
dalam rumah tangga yang pada akhirnya berujung pada perceraian. Selain
banyaknya terjadi kasus perceraian, kematian bayi dan ibu dalam kasus
pernikahan anak di bawah umur merupakan kasus tertinggi di Indonesia. Oleh
karena itu fenomena sosial pernikahan anak di bawah umur kembali

diperbincangkan oleh berbagai pakar dan tokoh masyarakat. Mereka mencoba

meninjau kembali UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan yang

13 Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, Jakarta Timur: Pustaka Lajnah,
2019.



menyatakan bahwa wanita diperbolehkan kawin pada usia 19 baik laki-laki dan
perempuan.

Jika melihat dari pernikahan yang berkaitan dengan faktor usia, salah satunya
terkait dengan pernikahan anak dibawah umur, maka dalam era globalisasi seperti
sekarang ini permasalahan pernikahan dibawah umur sangat marak terjadi
dilingkungan masyarakat sosial khususnya di Kecamatan Wara Utara. Dengan itu,
pernikahan anak dibawah umur sendiri merupakan permasalahan yang cukup
kompleks, banyak sisi yang berpandangan berbeda, mulai dari yang setuju dengan
permasalahan pernikahan anak dibawah umur bahkan sampai yang tidak setuju
pada permasalahan pernikahan anak di bawah umur.

Pernikahan anak dibawah umur dalam konteks masyarakat sosial membuat
terjadinya problematika serta dampak yang terjadi akibat pernikahan anak
dibawah umur tersebut, yang mana terjadi dalam masyarakat itu sendiri.

Fenomena tersebut, penulis tertarik mengkaji permasalahan terkait dengan
permasalahan hukum pada pernikahan anak dibawah umur, yang sudah
dituangkan dalam Skripsi yang berjudul “Pernikahan anak di Bawah Umur Dalam
Perpektif Perundang-Undangan Dan Hukum Islam: Studi Pada Praktik di
Kecamatan Wara Utara.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang tersebut maka, yang menjadi rumusan
masalah pada penelitian ini adalah:
1. Bagaimana sistem pernikahan anak di bawah umur dalam perundang-

undangan dan hukum Islam di Kec. Wara Utara?



2. Apa faktor penyebab terjadinya pernikahan anak di bawah umur di Kec. Wara

Utara?

3. Apa dampak terhadap pernikahan anak di bawah umur di Kec. wara Utara?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan di atas yang akan menjadi objek kajian

dalam penelitian ini,maka penelitian ini bertujuan:

1.

Untuk mengetahui sitem pernikahan anak di bawah umur dalam perpektif
Perundang-undangan dan Hukum Islam di Kecamatan Wara Utara.

Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pernikahan anak di bawah
umur di Kec. Wara.

Untuk mengetahui dampak terhadap pernikahan anak di bawah umur di

Kec. Wara.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap pada penelitian ini bias memberikan masukan,
pengetahuan dan dan melengkapi hasil penelitian yang dilakukan oleh
pikiran lain dibidang yang sama, yakni bidang ilmu hukum, lebih
khususnya dibidang kajian hukum keluarga.
2. Manfaat praktis

Manfaat praktis yang diinginkan dengan adanya penelitian ini adalah

sebagai berikut:
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a. Bagi Penulis
Hasil penilitian ini diharapkan mampu memberikan argumentasi
yang kuat dalam pembentukan regulasi hukum tentang hukum pernikahan
dibawah umur di Kecamatan Wara Utara agar regulasi yang tercipta lebih
memberikan pandagan terkait pentingnya perlindungan dalam regulasi
perundang-undangan dan hukum islam.
b. Masyarakat
Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan
terhadap masyarakat terkait mudarat dari pernikahan di bawah umur
sehingga pernikahan di bawah umur dapat dicegah secara berangsur-angsur.
Karna itu partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam pencegahan
terjadinya pernikahan di bawah umur.
c. Bagi Peneliti Selanjutnya
Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai sumber
informasi data primer dan sekunder sebagai pelengkap bagi seorang peneliti
lain dan memberikan masukan yang berharga bagi mahasiswa.
E. Sistematika Penulisan
Dalam sistematika penulisan yang perlu digunakan untuk mempermudah
penulis dalam menyusun proposal ini, maka akan terbagi beberapa bab dalam
pembahasan yang dimana tiap bab dibagi menjadi beberapa sub bab. Adapun

susunan sistematikannya adalah sebagi berikut:
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Bab | pendahuluan, bab ini berfungsi sebagai pola dasar dari keseluruhan
isi proposal, di dalamnya berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan
penelitian,dan manfaat penelitian.

Bab Il tinjauan pustaka, dalam penelitian ini menjelaskan tentang sub bab
penelitian terdahulu yang relavan, kajian pustaka dan kerangka pikir.

Bab 11l metode penelitian, berisi tentang penerapan cara melakukan
penelitian berupa, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan
teknik analisis data.

Bab IV penelitian dan pembahasan, berisi tentang penjelasan dari hasil
yang didapatkan pada saat telah melakukan penelitian dan menjelaskan sebagai
suatu pembahasan.

Bab V kesimpulan dan penutup, berisi tentang pendeskripsian hasil

kesimpulan dan kata-kata penutup dari hasil penelitia



BAB Il

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu Yang Relavan

Berkaitan dengan penelitian ini sebelumnya telah dilakukan penelitian yang
sama berkaitan dengan hukum pernikahan anak di bawah umur dalam perspektif
perundang-undangan dan hukum islam, dan atas penelitian tersebut terdapat
persamaan dan perbedaan dengan ektensi penelitian ini, yakni:

1. Juhaeriyah tahun 2020 dengan judul penelitian: “Prolematika Pernikahan usia
dini Desa kembang kerang daya Kabupaten Lombok Timur” Hasil penelitian
mengungkapkan masalah yang timbul dalam masyrakat/remaja yang telah
melakukan pernikahan usia dini, mempertahankan keutuhan rumah tangga
bagi pasangan muda yang terlanjur menikah diusia yang terbilang masih
sangat muda. Penelitian ini memiliki persamaan yang dilakukan oleh peneliti
yaitu membahas Anak yang menikah di bawah umur/usia dini. Sedangkan
yang menjadi perbedaannya dengan peneliti terdahulu yaitu Prolematika
Pernikahan usia dini Desa Kembang kerang daya Kabupaten Lombok Timur.
Dengan menggunakan metode kualitatif.

2. Syamsul Arifin tahun 2022 dengan judul penelitian: “Faktor Penyebab
Terjadinya Pernikahan Anak di Bawah Umur pada Remaja yang masih
Sekolah”, Dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa pernikahan anak di
bawah umur terjadi karena adanya faktor sosial dan ekonomi, sehingga sangat
berpengaruh bagi remaja yang tidak bersekolah maupun yang masih

bersekolah terutama yang duduk di bangku Sekolah Menegah Pertama (SMP).

12
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Penelitian ini memiliki persamaan yang dilakukan oleh peneliti yaitu
membahas Pernikahan anak di bawah umur. Sedangkan yang menjadi
perbedaannya dengan peneliti terdahulu yaitu Faktor Penyebab Terjadinya
Pernikahan Anak di Bawah Umur di Kecamatan Subang, dengan
menggunakan metode penelitian kualitatif.

Suharni pada tahun 2021 dengan judul penelitian “Fenomena Pernikahan
Anak Di Bawah Umur Di Kabupaten Luwu: Analisa Kebijakan Pengadilan
Agama Belopa Kabupaten Luwu”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fakta
dan data pernikahan anak di bawah umur yang terjadi di Belopa Kabupaten
Luwu mengalami peningkatan setiap tahunnya dimana telah terjadi pernikahan
anak di bawah umur yang di anggap sah oleh negara sebanyak 139 pasangan,
kinerja pengadilan agama Belopa dalam menyikapi dan menghadirkan
kebijakan dispensasi nikah yang di ajukan di Pengadilan Agama dikabulkan
oleh hakim; Hukum islam sebagai patron mitigasi maraknya pernikahan anak
di bawah umur dapat efektif bila tidak boleh mengabaikan Undang-Undang
Pernikahan Nomor 16 tahun 2019 dimana ketika fikih telah ditransformasikan
menjadi undang-undang maka sejatinya produk fikih yang menjadi sumber
materialnya harus di pandang tidak lagi berlaku atau setidaknya produk itu
tidak lagi mengikat. Rujukan satu-satunya adalah undang-undang dengan
segala peraturan di bawahnya. Berdasarkan penelitian tersebut memiliki sisi
kesamaan yaitu sama-sama membahas tentang Pernikahan Anak di bawah

umur. Perbedaannya peneliti terdahulu yaitu Fenomena Pernikahan Anak Di
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Bawah Umur Di Kabupaten Luwu: Analisa Kebijakan Pengadilan Agama
Belopa Kabupaten Luwu. Denganmenggunakan metode kuantitatif.

Ana Latifatul Muntamah tahun 2020 dengan Judul: “Pernikahan Anak di
Bawah Umur Di Indonesia Faktor Dan Peran Pemerintah (Perspektif
Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak)”. Penelitian ini
mengungkapkan peran pemerintah dalam menegakkan dan melindungi hak
Anak dalam Pernikahan Anak di Bawah Umur sehingga Pernikahan Anak di
Bawah Umur dapat di cegah dengan melalui bimbingan yang memadai agar
mencegah terjadinya pernikahan anak di bawah umur. Penelitian ini memiliki
persamaan dengan penulis yaitu membahas mengenai pernikahan anak
dibawah umur. Sedangkan yang menjadi perbedaan yaitu pernikahan Anak di
Bawah Umur di indonesia faktor dan peran (perspektif penegakkan dan
perlindungan hukum bagi anak). Dengan menggunakan penelitian kualitatif.

. Ainur Rofiqoh tahun 2021 dengan judul: “Dampak Pernikahan di Bawah
Umur terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga”. Penelitian ini mengungkapkan
salah satu faktor terjadinya pernikahan anak di bawah umur yaitu hamil di luar
nikah yang dikarenakan kurangnya kotrol pengawasan dari orang tua dan
faktor kemauan sendiri. Sehingga pernikahan anak di bawah umur sangat
berdampak terhadap kesejahteraan rumah tangga kerena kematangan yang
belum stabil dan integritas pribadi yang kurang mampu dalam menyelesaikan
permasalahan yang terjadi. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penulis
yaitu membahas mengenai pernikahan anak dibawah umur. Sedangkan yang

menjadi perbedaan dari penelitian terdahulu yaitu Dampak Pernikahan di
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Bawah Umur terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga di Kecamatan Jenangan.
Dengan menggunakan penelitian kualitatif.
B. Kajian Teori
1. Pengertian Dan Dasar Hukum
a. Pengertian Pernikahan (Perkawinan)

Menurut KBBI (Kamus Besar Besar Indonesia), pernikahan adalah hal
(perbuatan) bernikah. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan
seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluraga (rumah
tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut syara’ menikah adalah sebuah ikatan seorang wanita dengan
seorang laki-laki dengan ucapan-ucapan tertentu (ijab dan gabul) yang memenuhi
syarat dan rukunnya. Sedangkan menurut Sayuti Thalib pengertian pernikahan
ialah “perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang pria dengan seorang
wanita”.'* Sedangkan Imam Syafi’i memberikan definisi nikah ialah “akad yang
dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dan wanita”.® Arti
pernikahan dalam islam adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-
laki dengan seotang perempuan untuk hidup bersama dalam rumah tangga yang
sakinah, mawaddah dan warahmah untuk dapat mempertahankan hidup dengan
menghasilkan keturunan yang dilaksanakan sengan syariat islam.

Abdurrahman Ghazaly dalam bukunya Figh Munakahat, menyebutkan
bahwa pernikahan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan pernikahan

adalah saling mendapatkan hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan

14 Sayuti Thalib, Hukum Keluarga Indonesia. Ul Press, Jakarta, 1986, 73
15 Ramulyo, Hukum Acara Peradilan Agama dan Perkawinan Islam, Jakarta, Sinar Grafika,
2006, 2



16

hubungan pergaulan yang dilandasi tolong-menolong karena pernikahan termasuk
pelaksanaan agama, maka didalamnya terkandung adanya tujuan dengan maksud
mengharapkan keridhoan Allah swt.*

Melihat berbagai pengertian diatas nikah mempunyai arti akad atau
perjanjian, karena itu ada pendapat yang mengatakan nikah adalah “ suatu
perjanjian yang suci antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk
keluarga yang bahagia.”’

Pernikahan mempunyai arti dan kedudukan yang sangat penting dalam
tata kehidupan manusia. Sebab dengan pernikahan dapat dibentuk ikatan
hubungan pergaulan antara dua insan yang berlainan jenis secara resmi dalam
suatu ikatan suami istri menjadi satu keluarga. Selanjutnya keluarga dapat
berkembang menjadi kelompok masyarakat. Suatu pernikahan mempunyai tujuan
yaitu ingin membangun keluarga yang zakinah mawaddah Warahma serta ingin
mendapatkan keturuna yang sholiha, keturunan inilah yang selalu didambahkan
oleh setiap orang yang sudah menikah karena keturunan merupakan generasi bagi
orang tuanya.

Melangsungkan pernikahan ialah saling mendapatkan hak dan kewajiban
serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong-menolong,

karena pernikahan termasuk pelaksanaan Agama, maka didalamnya terkandung

adanya tujuan/ maksud mengharapkan keridhoan Allah swt.

16 Abdul Rahman Ghazaly, Figih Munakahat, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 20

" Wafa Moh. Ali, Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam
Dan Hukum Materil, Yayasan Asy-Syari’ah Modern Indonesia (Benda Baru Kec. Pamulang Kota
Tangerang Selatan: Yasmi, 2018).
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Dalam intruksi Presiden Rl Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi
Hukum Islam (KHI) yang menjelaskan bahwa pengertian perkawinan dinyatakan
dalam Pasal 2 sebagai berikut:

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang
sangat kuat atau miitsaagan gholiidhan untuk menaati perintah Allah dan
melaksanakanya merupakan ibadah”.'®

Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 memberikan pengertian
bahwah perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang
wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga
yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Beberapa pengertian di atas telah memberikan gambaran bahwa
pernikahan adalah suatu perbuatan yang harus dilakukan untuk membentuk
keluarga dalam hal melestarikan keturunan dan menyalurkan hawa nafsu, baik
ditinjau dari hukum Islam maupun dari hukum positif (negara).

b. Dasar Hukum Pernikahan
Dalam ajaran Islam, pernikahan merupakan salah satu sunnatullah yng

tidak bisa dihindari oleh manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Hal ini

dinyatakan dalam QS.Adz-Dzariyat/51: 49

0985 2SI ey Wls o027 s

Terjemahnya:
“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu
kembali mengigat kebesaran Allah SWT”. 19

8 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Cet, 111, Jakarta: Akademika
Pressindo, 2001), 114

K ementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, Jakarta Timur Pustaka Lajnah,
2019
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Oleh Karena itu pengertian perkawinan dalam ajaran agama Islam
mempunyai nilai ibadah , sehingga pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan
bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (miitsaagan ghaliidhan) untuk
menaati perintah Alah, dan melaksanakannya merupakan ibadah.?

Pernikahan merupakan salah satu langkah yang dapat mengurangi
kemaksiatan baik dalam bentuk penglihatan maupun salam bentuk perzinaan.
Orang yang berkeinginan untuk melakukan pernikahan tetapi belum mempunyai
persiapan bekal (fisik dan nonfisik) dianjurkan oleh Nabi Muhammad saw. Untuk
berpuasa. Orang berpuasa akan memiliki kekuatan atau penghalang dari berbuat
tercela yang sangat keji, yaitu perzinaan.

Hukum Islam juga ditetapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara
perorangan maupun secara masyarakat, baik untuk hidup di dunia maupun di
akhirat. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai dengan terciptanya kesejahteraan
keluarga, kerana keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat,
sehingga kesejahteraan masyarakat sangat tergantung kepada kesejahteraan
keluarga. Demikian pula kesejahteraan perorangan sangat dipengaruhi oleh
kesejahteraan hidup keluarganya. Islam mengantur keluarga bukan secara garis
besar, tetapi sampai terperinci. Yang demikian ini menunjukkan perhatian yang

sangat besar terhadap kesejahteraan keluarga. Keluarga terbentuk melalui

20 M.H. Layout, A. Khumedi Ja’far., Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Journal De Jure
(Gemilang Publisher, 2019), V11 (https://Repository.Radenintan.Ac.Id/16017/1/1. Buku Hukum
Perdata Islam Di Indonesia.Pdf).
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pernikahan, karena itu pernikahan sangat dianjurka oleh Islam bagi yang telah
mempunyai kemampuan.**

Hal ini dinyatakan dalam QS.Ar-Rad/13: 38

P <z SV N S I SO B B AP
V) 56 U Of Jedd O g o 8555 5gil 2 Ulasg ST -5 ) el A
- & To o
2 st ST T 03y
Terjemahnya:

“Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu

dan memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan”. %

Karena itu, secara personal hukum nikah berebeda disebabkan perbedaan
kondisi mukallaf, baik dari segi karakter maupun dari segi hartanya. Hukum nikah
tidak hanya satu pun yang berlaku bagi seluru mukallaf. Masing-masing mukallaf
mempunyai hukum tersendiri yang spesifik sesuai dengan kondisinya yang
spesifik pula, baik persyaratan harta, dan atau akhlak. 2 Adapun hukum-hukum
nikah adalah sebagai berikut:

1. Fardu
Hukum nikah fardu, pada kondisi seseorang yang mampu biaya wajib
nikah, yilan dalam yakni biaya nafkah dan mahar dan adanya percaya diri bahwa

ia mampu meneggakkan keadilan dalam pergaulan dengan istri yakni pergaulan

! Abdul Rahman Ghazaly, Fikih Munakahat, (Cet. I; Bogor: Kencana 2003), 13-14

22 Kementrian Agama RI, AI-Quran dan Terjemahannya, Jakarta Timur Pustaka Lajnah,
2019

23 M.Sy Hikmatullah, Figh Munakahat Pernikahan Dalam Islam, Edu Pustaka, 1st Edn
(Jakarta Timur, 2021).
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dengan baik. Demikian juga, ia yakin bahwa jika tidak menikah pasti akan terjadi
perbuatan zina.**
2. Wajib
Hukum nikah wajib bagi seseorang yang memiliki kemampuan biaya
nikah, mampu menegakkan keadilan dalam pergaulan yang baik dengan istri
yang dinikahinya, dan ia mempunyai dugaan kuat akan melakukan perzinaan
apabila tidak menikah. Keadaan sesorang seperti di atas wajib untuk menikah,
tetapi tidak sama dengan kewajiban pada fardu nikah di atas. Karena dalam
fardu, dalilnya pasti atau yakin (gath’i) sebab-sebabnya pun juga pasti,
Sedangkan dalam wajub nikah, dalil dan sebab-sebabnya adalah atas dugaan
kuat (zhanni), maka produk hukumnya pun gath i tetapi zhanni.?
3. Sunnah
Orang yang telah mempunyai kemauan dan kemapuan untuk
melangsungkan perkawinan, tetapi kalau tidak kawin tidak di khawatirkan akan
berbuat zina, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah
sunnah.?
4. Haram
Haram nikah bagi seseorang yang tidak memiliki kemampuan nafkah
nikah dan yakin akan terjadi penganiayaan jika menikah. Keharaman nikah ini

karena nikah dijadikan alat mencapai yang haram secara pasti; Sesuatu yang

? Dwi Dasa Suryantoro, Ainur Rofiq, Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam, "Jurnal
Pemikiran, Pendidikan Dan Penelitian Kelslaman”, Volume 7, Nomor 2, Tahun 2021, 43,
http://Journal.uim.ac.id/index.php/ahsanamedia.

* Dwi Dasa Suryantoro, Ainur Rofiq, Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam, “Jurnal
Pemikiran, Pendidikan Dan Penelitian Kelslaman”, Volume 7, Nomor 2, Tahun 2021, 44,
http://Journal.uim.ac.id/index.php/ahsanamedia.

% Sayid Sabiq, Fikih Sunnah, Juz V1, (Bandung: PT. Al Ma’arif, 2000), 90
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menyampaikan kepada yang haram secara pasti, maka ia haram juga.
Sesungguhnya keharaman nikah pada kondisi tersebut, karena nikah distariatkan
dalam Islam untuk mencapai kemaslahatan dunia akhirat. Hikmah kemaslahatan
itu tidak tercapai jika nikah diajadikan sarana mencapai bahaya, kerusakan, dan
penganiayaan.?’
5. Makruh

Nikah makruh bagi seseorang yang dalam kondisi campuran. Seseorang
mempunyai kemampuan harta biaya nikah dan tidak dikhawatirkan terjadi
maksiat zina, tetapi dikhawatirkan terjadi penganiayaan istri yang tidak sampai
ketingkat yakin.?®

c. Tujuan pernikahan

Tujuan pernikahan menurut agama Islam adalah untuk memenuhi petujuk
agama dalam rangka mendirikan keluarga harmonis, sejahtera dan bahagia.
Allah swt mengsyari’atkan perkawinan dan dijadikan dasar yang kuat bagi
kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tin ggi dan beberpa
tujuan utama bagi manusia sebagai makhluk yang dimuliakan Allah swt untuk
mencapai kehidupan yang bahagia dan menajuhi diri dari ketimbangan dan
penyimpangan, Allah swt telah membekali syari’at dan hukum-hukum Islam
agar dilaksanakan manusia dengan baik.

1. Batas Usia Menikah Dalam Peraturan Perundang-Undangan

Secara eksplisit bahwa hukum Islam tidak menyebutkan secara spesifik

atau jelas mengenai batas usia minimal kapan seseorang diperbolehkan untuk

T K. Wajik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, (Jakarta Ghalia Indonesia, Jakarta,
1982), 14.
%8 Sayid Sabiq, Fikih Sunnah, Juz VI, (Bandung: PT. AI Ma’arif, 2000), 93



22

melaksanakan pernikahan. Namun, hukum Islam menyatakan bahwa seseorang
akan dipikul kewajiban melaksanakan pekerjaan atau perbuatan hukum apabila ia
telah mukallaf. Yang berarti bahwa anjuran untuk melaksanakan perkawinan lebih
ditekankan kepada orang yang telah mukallaf atau telah mencapai fase dewasa

untuk mencegah kemudharat.

Berdasarkan realita atau kenyataan yang terjadi di masyarakat dapat kita
saksikan banyak nya terjadi praktik pernikahan dini, tentu praktik pernikahan dini
secara tidak langsung memberikan dampak buruk dan kesenjangan sosial lainnya
seperti maraknya angka perceraian yang tinggi, meningkatnya angka kematian ibu
yang masih belia karena akibat melahirkan, serta bertambahnya angka kemiskinan
di masyarakat yang disebabkan oleh ketidaksiapan pasangan suami istri yang
menikah dini secara ekonomi ketika melaksanakan pernikahan, dan masih banyak

lagi dampak buruk lainnya yang disebabkan pernikahan dibawah umur.

Antisipasi mengenai hal-hal tersebut yang sudah dijelaskan di atas agar
tidak terus terjadi dan memperburuk keadaan, maka dalam hal ini pemerintah
mengatur mengenai batas usia minimal pernikahan yaitu yang diatur dalam
Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Udang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam pasal 7 disebutkan

“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19
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(sembilan belas) tahun”. Berdasarkan UU tersebut maka batas minimal seseorang
diperbolehkan melangsungkan perkawinan adalah 19 (sembilan belas) tahun.?

Berdasarkan uraian diatas tentang penjelasan batasan usia pernikahan
menurut Imam Syafi’i dan Imam Abu Hanafi, serta penjelasan tentang batas usia
pernikahan di Indonesia. Bahwasannya tidak ada perngaruh terhadap
implementasi hukum perkawinan di Indonesia.
2. Penyebab Terjadinnya Pernikahan Anak Di Bawah Umur

Undang-undang pernikahan terdapat ruang terjadinya pernikhan di bawah
umur karena adanya dispensasi yang diberikan pengadilan. Demikian halnya
dalam fikih munakahat dimana secara normative membolehkan adnya pernikahan
dibawah umur dengan mempertimbangkan maslahat dan mudhorotnya sehingga
terpenuhi tujuan nikah (sakinah mawaddah wa rohmah). Beberapa faktor
penyebab terjadinya praktik pernikahan anak dibawah umur di Kecamatan Wara
Utara sebagai berikut:
1). Faktor ekonomi

Ekonomi adalah menganalisis biaya dan keuangan dan memperbaiki corak
penggunaan sumber-sumber daya (maksudnya sumber daya adalah sumber daya
alam dan sumber daya manusia).

Keluraga yang mengalami kesusahan ekonomi dan cenderung menikahkan
anaknya pada usia muda karena dianggap sebagai jalan keluar atas kesulitan
ekonomi sehingga beban ekonomi keluarga dapat terkurangi. Disamping itu

masalah ekonomi yang rendah dan kemiskinan menyebabkan orang tua tidak

** Hilda Fentiningrum, Batasan Usia Pernikahan dalam Perundang-undangan di Indonesia,
“Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam”, Volume 4, Nomor 1, Tahun 2017, http://journal.unisnu.ac.id,
84-95.


https://journal.unisnu.ac.id/
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mampu mencukupu kebutuhan anaknya dan tidak mampu membiayai sekolah
pada jenjang yang lebih tinggi. Sehingga mereka memutuskan untuk menikahkan
anaknya dengan harapan lepas tanggung jawab untuk membiayai kehidupan
anaknya ataupun dengan harapan anaknya bisa memperoleh penghidupan yang
lebih baik. Berikut ini indicator yang terdapat pada faktor ekonomi yang
mempengaruhi pernikahan anak dibawah umur:

a. Kesejahteraan

b. Pengetahuan dan kualitas diri

c. Pendapatan
2). Faktor orang tua

Peran orang tua juga menetukan remaja untuk menjalin pernikahan di usia

muda. Orang tua juga memiliki peran yang besar untuk penundaan usia
pernikahan anak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh nurhajati,
dkk yang mengunggkapkan bahwa keputusan menikah di usia muda sangat
ditentukan oleh peran orang tua. Peran orang tua dalam membuat keputusan
menikah di usia muda dimana keputusan untuk menikah merupakan keputusan
yang terkait dengan latar belakang relasi yang terbangun antara orang tua dan
anak dengan lingkungan pertemanannya.®® Berikut ini indicator yang terdapat
pada faktor orang tua yang mempengaruhi pernikahan anak dibawah umur:

a) Perjodohan orang tua

b) Mengurangi beban orang tua

¢) Orang tua yang tidak mampu

%0 Lestari Nurhajati And Damayanti Wardyaningrum, ‘Komunikasi Keluarga Dalam
Pengambilan Keputusan Perkawinan Di Usia Remaja’, Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata
Sosial, Volume 4, No 1 (2012), 48, (Http://Id.Berita.Yahoo.Com/Bkkbn-Peringatan-Hari-).
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3). Kebiasaan dan adat istiadat

Adat adalah salah satu istilah yang dikutip dari istilah Arap dah yang
artinya kebiasaan, yakni perilaku masyarakat yang selalu terjadi. Selain itu ada
yang menyebutkan berasal dari kata urf. Dengan kata urf dimaksud kan adalah
semua dengan kesusilaan dan kebiasaan indonesia (peraturan-peraturan hukum
dalam yang mengatur hidup bersama).*!

Keyakinan masyarakat bahwa menolak pinangan seseorang akan
menjauhkan mendapatkan jodoh sehingga berpotensi menjadi perawan tua
semakin menambah frekuensi pernikahan anak dibawah umur. Orangtua rela
menerima lamaran seseorang meskipun masih dibawah usia 18 (delapan belas)
tahun. Selain itu pada beberapa keluarga tertentu. Memiliki tradisi atau kebiasaan
menikahkan anaknya pada usia muda dan hal ini berlangsung terus menerus
sehingga anak-anak yang ada pada keluarga tersebut secara otomatis akan
mengikuti tradisi tersebut. Berikut ini indicator yang terdapat pada faktor adat
istiadat yang memepengaruhi pernikahan anak di bawah umur.

a). Kebiasaan pernikahan dini

b). Kepercayaan daerah setempat

¢.) Hukum adat
3. Dampak Pernikahan Anak Dibawah Umur

Setiap tindakan manusia pasti memiliki dampak positif maupun dampak

negatif. Demikian halnya dengan pernikahan dini, Seperti halnya pernikahan dini

3 Aflii Aprilianti, Kasmawati, Hukum Indonesia Adat Di, Ed. By M.S. Dr. M. Fakih, S.H.
(Bandar Lampung: Pusaka Media, 2016), 17.
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juga memiliki dampak positif maupun negatif secara langsung bagi para

pelakunya yaitu ;%

1) Dampak Kesehatan

Pernikahan dini dapat menimbulkan bahaya bagi seorang wanita karena
saat hamil maupun melahirkan organ reproduksi belum siap sehingga
membahayakan keselamatan bayi dan ibunya. Potensi bayi yang lahir dari ibu
yang masih remaja memiliki resiko yang tinggi untuk meninggal setelah
dilahirkan atau melahir kan. Kehamilan pada usia remaja juga memiliki pengaruh
negatif terhadap setatus gizi ibu.
2) Dampak Sosial

Pernikahan dini menjadikan kedudukan perempuan pada posisi yang
rendah sehingga dianggap sebagai pelengkap seksualitas laki-laki saja.
Kedewasaan emosional yang terlambat menyebabkan timbulnya persoalan
persoalan psikis dan sosial. Seorang remaja pasti memiliki emosi yang tidak stabil
bahkan terkadang tidak bisa mengendalikan emosinya sendiri. hal ini bila dalam
kehidupan setelah pernikahan timbul suatu permasalahan akan mudah terjadi
konflik bahkan dapat mengakibatkan perceraian.*

3) Dampak Psikologis

%2 Meitria Syahadatina Noor And Others, “Klinik Dana” Sebagai Upaya Pencegahan
Pernikahan Dini, Pernikahan Dini Dan Upaya Pencegahannya, 1st Edn (Bantul, Yogyakarta: Cv
Mine, 2018) (Https://Kesmas.Ulm.Ac.1d/Id/Wp-Content/Uploads/2019/02/Buku-Ajar-Pernikahan-
Dini.Pdf).

%3 Arasy Ayu Setiamy And Etika Deliani, ‘Pengaruh Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap
Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten
Lampung Timur)’, (2019), (https://Repository.Metrouniv.Ac.Id/Id/Eprint/1299/1/Skripsi Anggi
Dian Savendra Npm. 14116803 - Perpustakaan lain Metro.Pdf), 5.
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Mereka yang menikah dini secara psikis belum siap sebab hakikatnya di
usia tersebut mereka masih mendambakan kebebasan selayaknya teman-teman
sejawatnya, yakni pergi sekolah dan bekerja tanpa tanggung jawab terhadap suami
atau pun anak. Pernikahan usia dini rentan terhadap perselisihan atau percekcokan
karena masing-masing ingin eksistensinya diakui pasangannya. Disamping itu
masing-masing ingin diperhatikan dan dimanja ketika harapan itu tidak terpenuhi
maka mudah sekali terjadi kesalahpahaman. Jadi pernikahan usia dini dapat
berdampak pada psikis suami dan istri dimana remaja yang masih memiliki
pemikiran labil dan belum bisa mengendalikan emosi bisa menyebabkan konflik
dalam rumah tangga. sehingga hal tersebut bisa menimbulkan perceraian.

4) Dampak pendidikan

Pernikahan dini menyebabkan anak kurang memiliki knowledge dan skill
yang dibutuhkan untuk bertahan hidup karena kesempatan mengikut pendidikan
yang lebih tinggi menjadi hilang sehingga peluang untuk mengangkat keluarganya
keluar dari zona kemiskinan sangat minim. Pasangan yang berpendidikan rendah
lebih tidak siap untuk memasuki masa dewasa. Melahirkan perasaan kurang
aman, malu atau frustasi. dan rendahnya pengasuhan terhadap anak sehingga
kurang memberikan kontrubusi pada keluarga.

5) Dampak ekonomi.

Umur dibawah 18 tahun seringkali seorang anak belum mapan
penghasilannya atau tidak memiliki pekerjaan yang layak dikarenakan tingkat
pendidikannya yang rendah sehingga dikhawatirkan akan menjadi pemicu

timbulnya kekerasan dalam rumah tangga. Sempitnya peluang mendapatkan
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kesempatan kerja yang otomatis mengekalkan kemiskinan. Hal tersebut
menjadikan orang tua memiliki beban ganda karena harus menghidupi anggota
keluarga baru.

4. Pandangan Ulama Tentang Batas Usia Nikah

Batas Usia Nikah Perspektif Mazhab Imam Syafi’l dan Imam Abu
Hanifah Dalam melangsungkan suatu perkawinan seseorang haruslah
melaksanakan suatu persiapan agar dapat melangsungkan perkawinan, seperti
persiapan fisik, persiapan rohani, persiapan ekonomi, dan kematangan mental-
spiritual.** Imam Syafi“i berpendapat bahwa batasan usia menikah sebenarnya
tidak ada dalam hukum Islam, Imam Syafi“i tidak melarang pada usia berapa
seorang diperbolehkan melangsungkan perkawinan. Namun beliau menganjurkan
seseorang yang boleh melakukan perkawinan idealnya ketika seseorang sudah
baligh.

Hal ini dapat dibuktikan dengan perbuatan sehari-hari, karena
kedewasaandapat ditentukan dengan adanya tanda-tanda maupun dengan usia
seseorang. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Imam Syafi“i seorang ayah boleh
mengawinkan anak perempuan kecil (belum baligh), demikian pula dengan
neneknya apabila ayahnya tidak ada. Menurut mazhab Syafi“i baligh yang
menjadi kebolehan untuk menikah, dijelaskan dalam syarat perkawinan. Antara
lain, kedua belah pihak yang hendak ingin melangsungkan perkawinan haruslah
dalam keadaan berakal dan baligh, kecuali dilakukan oleh wali mempelai. Selain

itu kedua mempelai harus terlepas dari keadaan yang membuat mereka harauntuk

% Mohd Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 188
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menikah, baik karena hubungan keluarga maupun hubungan lainnya, baik bersifat
permanen maupun sementara.

Para fugaha berbeda pendapat tentang batas baligh dengan usia bagi
lakilaki dan permpuan menjadi empat kelompok :
a. Al-awza“i, Al-Syafi“i, Abu Yusuf, dan Muhammad berpendapat bahwa
usia baligh bagi laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun.
b. Dawud, dan Imam Malik berpendaat bahwa tidak dapat membatasi baligh
dengan usia.
c. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa usia 17 atau 18 tahun adalah batas
usia baligh.
d. Abu Hanifah berpendapat bahwa usia baligh bagi anak laki-laki bisa 17
tahun atau 18 tahun sedangkan bagi anak perempuan adalah 18 tahun
dalam kondisi apapun, ia berpendapat seperti itu karena tidak ada riwayat
secara tawgqifi (melaluiwahyu) yang menjadikan batas baligh dengan
usia.®
C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah pemetaan pemikiran yang penulis buat untuk
menyajikan pembahasan secara keseluruhan yang mampu menggambarkan secara
gambling isi dari kasus pernikahan anak di bawah umur dalam perspektif
perundang-undangan dan hukum islam. Penelitian ini difokuskan pada UU No. 16

Tahun 2019 tentang perkawinan, Hukum Islam, Penyebab terjadinya Praktik

% Muhammad jawad muhgniyah, Fikih Empat Mazhab: Ja’fari hanafi, Maliki, Syafi’l,
Hambali, Terj. Afif Muhammad, (Jakarta: Lentera, 2004), 315.
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Pernikahan Anak di Bawah Umur, Dampak Terjadinya Pernikahan Anak di
Bawah Umur:
1. UU No. 16 Tahun 2019

Didalan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1
tahun 1974 tentang perkawinan.

a. Perkawinan di mungkinkan jika seorang pria dan seorang wanita telah
mencapai usia 19 tahun.

b. Apabila terjadi penyimpangan dari pengaturan umur sebagimana di
maksud pada ayat (1), wali laki-laki dan wali perempuan dapat meminta
persetujuan Pengadilan dengan alasan kesungguhan yang luar biasa
disertai dengan bukti pendukung yang cukup.

Cc. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan dimaksud pada ayat 2 wajib
mendengarkan pendapat kedua calon mempelai yang akan melangsungkan
perkawinan

d. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua
calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) dan ayat (4)
berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).



Gambar 2.1 Kerangka Pikir
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Pernikahan Anak Di Bawah Umur DalamPerspektif Perundang-
Undangan Dan Hukum Islam: Studi Pada Praktik Kec. Wara Utara
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METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan Yuridis, yaitu metode pendekatan yang selalu memperhatikan peraturan
dan asas dan masih berlaku dan Pendekatan Syar’i, yaitu pendekatan dengan
memperhatikan ketentuan syari’at Islam yang bersumber dari Alquran dan Hadis.
Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang diarahkan untuk
memberikan fakta-fakta atau kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-
sifat populasi atau daerah tertent.*® Penelitiaan ini didasari dengan maksud untuk
menggambarkan secara deskriptif mengenai apa penyebab terjadinya praktik
pernikahan anak di bawah umur dan dampak dari pernikahan anak di bawah umur
di kecamatan wara utara.
B. Fokus Penelitian

Fokus peneltian berfungsi untuk memberi batas dalam hal-hal akan diteliti.
Fokus penelitian berguna dalam memberi arah selama proses penelitian,
utamanya pada saat pengumpulan data, yaitu untuk membedakan antara data
relevan dengan tujuan penelitian kita.%’
Penelitian ini di fokuskan pada:

1. Sistem pernikahan anak di bawah umur dalam perundang-undangan dan

Hukum Islam

% Hardani, S.Pd.,M.Si.,,Ddk. Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif (Yokyakarta: Cv
Pustaka Ilmu Group, 2020), 54.

" Rukin, Metodologi Penulisan Kualitatif, (Takalar: Yayasan Ahmad Cendekia Indonesia,
2009), 7.
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2. Faktor penyebab terjadinya pernikahan anak di bawah umur

3. Dampak terhadap pernikahan anak di bawah umur
C. Definisi Istilah
1. Definisi istilah

Untuk memperoleh pemahaman yang jelas terhadap kandungan judul ini

persepsi yang sama serta untuk menghindari kesalah pahaman terhadap ruang
lingkup penelitiannya diperlukan penjelasan dan batasan definisi kata dan variable
yang tercakup dalam judul tersebut. Ada dua Variabel pokok yang menjadi
pembahsan dalam penelitian ini yaitu pernikahan perundang-undangan (Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam). Kedua Variabel ini

akan di Jelaskan untuk menghindari kesalah pahaman terhadap judul

pembahasannya, maka disajikan pembahasan berikut:

a. Kata Nikah atau pernikahan sudah menjadi kosa kata dalam bahasa
Indonesia, sebagai padanan kata perkawinan (z'sJ). Nikah artinya suatu akad
yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang
perempuan yang bukan mahramnya hingga menimbulkan hak dan kewajiban
diantara keduanya, dengan menggunakan lafadz inkah atau tazwij atau
terjemahannya™®

b. Menurut Hanafiah, nikah adalah akad yang memberi faedah untuk

melakukan mut’ah secara sengaja artinya kehalalan seorang laki-laki untuk

% Amiur Nuruddindan Azhari Akmal Taringan, Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi
Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, Uu No 1/1974 Sampai Khi,(Cet, H; Jakarta: Kencana
2004). 76
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beristimta’ dengan seorang wanita selama tidak ada faktor yang menghalangi
sahnya pernikahan tersebut secara syar’i.39

Selanjutnya al-Malibari mendefiisikan perkawinan sebagai akad yang mengandung
kebolehan (ibahat) melakukan persetubuhan yang menggunakan kata nikah atau
tazwij.

Jika dilihat dari beberapa pengertian di atas mengenai pernikahan, jelas
sekali bahwa pernikahan adalah suatu yang sangat sakral yang diwajibkan oleh
Allah swt. Kepada umat muslim agar hubungan seksual (persetubuhan) menjadi
halal dan terhindar dari dosa seperti perbuatan zina yang terkadang yang menjadi
godaan yang sangat susah dihindari oleh kalangan remaja.

2. Perundang-Undangan

Undang-undang merupakan sebuah produk hukum yang dibuat oleh pihak
yang berwenang dengan tujuan mengatur tata kehidupan masyarakat. Karena tanpa
aturan maka masyarakat seenaknya akan berbuat tanpa memperhatikan kepentingan
masyarakat lain bahkan berujung pada kerugian. Lahirnya sebuah hukum maka
masyarakat bias dituntut sesuai perbuatannya yang dia lakukan dengan
menimbulkan kerugian pada masyarakat lain. Salah satu adalah bidang perkawinan,
maka perlu ada aturan yang jelas sebagai acuan dalam melangsungkan perkawinan
supaya tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan. Karena itu aturan yang

menjadi pedoman dalam melangsungkan dalam perkawinan adalah Undang-undang

Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

¥ Rusdaya Basri, Fikih Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah, (Parepare,
Sulawesi Selatan: CV. Kaffaah Learning Center, 2019), 20.
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a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah materi hukum tentang
perkawinan yang menjadikan pedoman para hakim dalam mengatur masalah
perkawinan baik dari segi syarat-syarat perkawinan maupun dari segi batasan umur
yang dibolehkan untuk melakukan pernikahan. Bagi suatu negara dan bangsa
seperti Indonesia adalah mutlak adanya Undang-undang Perkawinan Nasional yang
sekaligus menampang prinsi-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan
yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam
masyarakat.*’

Jadi Undang-undang perkawinan ada ketika dilakukan antara seorang pria
dan seorang wanita. Tentukah tidak dinamakan perkawinan apabila dilakukan
perjanjian (akad) ketika kedua belah pihak adalah pria melainkan homo seksual,
begitu pula ketika perjanjian (akad) dilakukan kedua belah pihak adalah perempuan
melainkan lesbian. Demikian juga tidaklah merupakan perkawinan bila dilakukan
antara banyak pria dan banyak wanita seperti Group marriage yang terdapat
dimasyarakat Masai di Afrika yaitu,5 (lima) orang pria sekaligus mengawini
saudara perempuannya.

Perkawinan di Indonesia diatur dengan UU No.1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan UU No.16 tahun 2019 Tentang
Perubahan atas UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Disamping itu terdapat
pula ketentuan tentang Perkawinan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.

Indonesia dengan beragam suku bangsa, adat dan budaya, juga mempunyai

*© Muh Idris , Hukum Perkawinan Islam : Suatu Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 Dan Kompilasi Hukum Islam (Cet, V; Jakarta: Pt Bumi Aksara, 2004), 55.
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ketentuan-ketentuan mengenai Perkawinan. Kompleksitas hukum perkawinan ini
berakar dari Sistem Hukum Indonesia yang menerapkan sistem hukum campuran
(mixed system) dimana berlaku sistem hukum Perundang-undangan, hukum Adat,
dan hukum Islam. Walaupun Hukum Indonesia didominasi oleh Civil law sebagai
sistem hukum perundang-undangan yang diwariskan oleh Kolonial Belanda, namun
sejak Kemerdekaan Indonesia, sistem hukum Adat dan sistem hukum Islam yang
sempat dijajah pula oleh civil law system, kembali bangkit dan merdeka dengan
segala eksistensinya, sepanjang tidak bertentangan dengan sistem hukum
perundang-undangan.**

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dapat disimpulkan pernikahan
adalah salah satu langkah yang diwajibkan oleh Allah swt agar hubungan antara
pria dan wanita bias menjadi halal secara syar’i dan sah menurut negara
berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang merupakan pedoman bagi
hakim atau dijadikan acuan oleh para hakim di Pengadilan Agama dalam mengatur
masalah pernikahan. Allah swt menjelaskan dalam QS.An-Nisa’(4):1
i &35 ey Gk Gleg oty o 2 (Sl o 2S5 1 0

L. . a8 g C JE P . g @ 28 C/ PR
B3 Ske 087l O] haliNIg & Ogfeled (ol alll fsadly elis Fus Vs

|
Terjemahnya:

“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu
dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya
(Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan
perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-

“! Jakobus Anakletus Rahajaan And Sarifa Niapele, ‘Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan
Dibawah Umur’, Public Policy (Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik & Bisnis), Volume 2, Nomor .1
(2021), 94 (https://Doi.Org/10.51135/Publicpolicy.V2.11.P88-101).
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Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan.
Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. "

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Ketentuan KHI pasal 15 ayat 1 yang masih menetapkan batas umur minimal
bagi wanita yang hendak melangsungkan perkawinan adalah usia 16 tahun,
berpotensi menimbulkan multitafsir terutama bagi kalangan yang
melangsungkan perkawinan berdasarkan KHI, seolah-olah ada dualisme
hukum dalam penentuan batas umur minimal bagi seorang perempuan yang
hendak melangsungkan perkawinannya. Sesungguhnya potensi multitafsir
ini muncul dari pemahaman tiap-tiap orang terhadap

hukum dan perundang-undangan itu berbeda—beda. Bagi orang yang belajar
ilmu hukum mungkin saja paham bahwa ketentuan umur minimal 16 tahun
bagi calon mempelai perempuan sebagai mana diatur dalam Pasal 7 ayat 1
UU No.1 Tahun 1974 maupun ketentuan KHI Pasal 15 ayat 1 itu secara
otomatis tidak berlaku lagi setelah berlakunya ketentuan UU No.16 Tahun
2019 Pasal | Tentang Perubahan pasal 7 UU no. 1 Tahun 1974. Sehinggga
ketentuan pasal 15 ayat 2 terkait batas usia minimal bagi calon

mempelai perempuan yakni 16 tahun tidak berlaku lagi dan kalangan hukum
tentu sangat paham hal ini, apalagi ada pula azas—azas hukum yang
memperkuat, misalnya azas, Lex Superiori Derogat Lex Inferiori, Hukum

yang lebih tinggi derajatnya mengesampingkan hukum yang lebih rendah.

? Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, Jakarta Timur: Pustaka Lajnah, 2019
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Jadi ketentuan dalam UU tentang perkawinan jelas lebih tinggi
kedudukannya daripada ketentuan KHI.*
D. Desain Penelitian

Sesuai dengan latar belakang permasalahan penelitian yang dilakukan
penulis dapatkan melalui observasi ada beberapa faktor penyebab terjadinya
pernikahan anak di bawah umur yaitu: faktor ekonomi, pergaulan bebas, kurangnya
perhatian orang tua. Adapun dampak pernikahan anak di bawah umur vyaitu:
terjadinya pertengkaran keluarga, psikologi, perceraian, dan putus sekolah.
E. Sumber Data

Sumber data ialah dari mana mendapatkan sebuah data tersebut. Sumber
data dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber atau informasi yang
menjadi subjek penelitian ini,

1. Data Primer

Data primer adalah data ynag diperoleh secara langsung dari sumbernya
tanpa melalui perantara, seperti dengan melalukan wawancara yang tidak
terstruktur. Untuk penetapan informan dilakukan secara Snowball Sampling
yaknipengambilan sampel sumber data, yang pada awal jumlahnya sedikit makin

lama makin besar, hal ini dilakukan karena dari jumlah sumber data sedikit

diperkirakan belum mampu memberikan data yang lengkap.*

*® Yopani Rechten Almahisa & Anggi Agustian, Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-
Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, “Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi
Manusia, Volume 3, Nomor 1, Tahun 2021, https://rechten.nusaputra.ac.ad, 27-36.

* Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, Pendekata Kualiatatif, Kualitatif, Dan R&D,

(Bandung: Alfabeta, Cet-3, 2007), 15


https://rechten.nusaputra.ac.ad/
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2. Data sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari pihak lain, tidak
langsung diperoleh dari subjek penelitian. Data sekunder atau data dari tangan
kedua biasanya terwujud data dokumentasi atau data yang telah tersedia.”® Data
sekunder di peroleh dari data tertulis berupa buku-buku, hasil penelitian, jurnal,
media cetak, dan dokumen lainnya.
E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis ada tiga tahap

yaitu:

1. Observasi

Dalam hal ini observasi yang peneliti mendapatkan data informasi yang
dibutuhkan dengan melihat kegiatan sumber data serta melibatkan diri dalam
kegiatan atau aktivitas yang sedang dilakukan oleh sumber data atau hanya sekedar
datang mengajak sumber data ngobrol. Dalam hal ini yang di observasi peneliti
adalah gambaran umum dan perkembangan KUA Kecamatan Wara Utara, data
nama kelurahan Kecamatan Wara Utara, letak geografis Kecamatan Wara Utara.
Selain itu peneliti juga langsung meneliti pihak-pihak yang terkait dalam
pernikahan anak di bawah umur di Kecamatan Wara Utara.

2. Wawancara

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan Kepala KUA
Wara Utara, Penghulu, Penyuluh dan beberapa anak atau remaja yang melakukan

pernikahan di bawah umur.

*® Sugiyono , Metode Penelitian Pendidkan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dari R &D,
(Bandung: Alfabeta. 2016), 308.
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3. Dokumentasi

Dokumentasi yang dilakukan peneliti yaitu berupa laoporan kerja, kasus,
rekaman video, foto dan bahan acuan lainnya. Untuk memperoleh data dengan
mencatat dan mengambil data dokumentasi. Hal ini dilakukan untuk dapat
membantu dalam pemecahan masalah dalam penelitian yang dilakukan di
Kecamatan Wara Utara.

4. Penelusuran Data Online

Pada peneliti apapun bisa juga dalam pengumpulan data dilakukan secara
online atau media internet dengan mencari dan mengumpulkan informasi-informasi
berupa data-data yang berkaitan dengan penelitian yang sedang diteliti oleh
peneliti. Peneliti menggunakan layanan internet dengan cara membuka alamat
mesin pencari (search engine) kemudian membuka alamat website yang
berhubungan dengan kebutuhan penelitian.
F. Pemeriksaan Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data dimaksud untuk memperoleh Tingkat
kepercayaan yang berkaitan dengan seberapa jauh kebenaran hasil penelitian
mengungkapkan dan memperjelas data dengan fakta-fakta aktual di lapangan.*®

Keabsahan data dilakukan sejak pengumpulan data yang dilakukan dengan
cara menjaga kredibility, transferability dan dependability serta konfirmability.*’

1. Kreadibility

" Tohirin, Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan Dan Bimbingan

Konseling,(Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 3.
Tohirin, Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan Dan Bimbingan
Konseling,(Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 4
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Kredibility digunakan untuk mengetahui sejauh mana kebenaran hasil
penelitian dapat mengungkapkan realitas yang sesungguhnya.*® Untuk menjamin
kredibilitas hasil penelitian dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu

a. Perpanjagan keikutsertaan

Peneliti berada pada latar penelitian pada kurun waktu yang dianggap cukup
lama hingga meningkatkan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan.Waktu
berpengaruh pada temuan penelitian baik pada kualitas maupun kuantitasnya.
Terdapat beberapa alasan dilakukannya teknik ini, yaitu untuk

membangun kepercayaan subjek dan kepercayaan peneliti sendiri,
menghindari distorsi (kesalahan) dan bias, serta mempelajari lebih dalam tentang
latar dan subjek penelitian.

b. Ketekunan Pengamatan

Peneliti berusaha untuk melakukan pengamatan secara terus menerus untuk
waktu yang relatif lama. Dengan cara demikian peneliti dapat memahami semua
kondisi sehubungan dengan masalah yang diteliti secara menyeluruh dan mendalam
sehingga hasil penelitian dapat dipercayakan kebenaranya.*

c. Triangulasi

Triangulasi merupakan teknik untuk memeriksa keabsahan data sebagai

pembanding terhadap data yang dimiliki.*® Teknik untuk mengecek tingkat

“® Lexy J Maleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2004),
175-177.

“ Tohirin, Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan Dan Bimbingan Konseling
(Jakarta: Rajawali Pres, 2021), 72.

0 Lexy J. Maleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004),
178.
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kebenaran data yang telah diperoleh melalui teknik pemeriksaan yang memanfatkan
sumber, metode, dan teori.
2. Transferability

Transfera bility merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif.
Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkanya hasil
penelitian ke populasi dimana sampel tersebut diambil. Bagi peneliti nilai transfer
sangat bergantung pada pemakai, sehingga ketika penelitian dapat digunakan dalam
konteks yang berbeda di situasi sosial yang berbeda validitas nilai transfer masih
dapat dipertanggung jawabkan.

3. Dependability (kebergantungan)

Uji kebergantungan hasil penelitian kualitatif dimaksudkan untuk
nmengetahui proses inkuiri dan meningkatkan daya akseptabilitas hasil penelitian.
Peneliti melakukan audit kembali pada semua data dan sumber data. Data, temuan,
interpretasi dan makna penelitian diaudit kembali sampai batas tertentu, sehingga
hasil penelitian bisa diterima.>

4. Konfirmability (ketegasan)

Uji konfirmabilitas ini merupakan lanjutan dari uji kebergantungan.
Pelaksanaan uji konfirmabilitas ini dilakukan dengan melakukan pemeriksaan
temuan, jejak rekam dan catatan penelitian serta aspek lain. Ketika semua sudah
diperiksa kembali dan tetap memiliki makna yang sama, maka peneliti dapat

mengakhiri penelitian.>

%! Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. (Bandung: Elfabeta, 2016),
277.
2 Musfiqon, Panduan Lengkap Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Prestasi

Pustakaraya, 2012), 169
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G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya untuk mencapai dan menata secara
sistematis catatan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.®® Untuk
meningkatkan pemahaman penulis tentang kasus yang diteliti dan menjadikan
sebagai temuan bagi yang lain. Tujuan analisis data adalah untuk menyederhanakan
data kedalam bentuk yang mudah dibaca dan di implementasikan, langkah-langkah
analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Pengumpulan data, yaitu mengumpulkan data dilokasi penelitian dengan
menentukan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan menentukan
strategi pengumpulan data yang dipandang tetap dan untuk menentukan fokus
serta pendalaman data pada proses pengumpulan data berikutnya.

2. Editing data, yaitu mengoreksi data-data yang telah terkumpul sudah lengkap
atau masih kurang, sudah benar dan sudah sesuai atau releven dengan masalah
yang dikaji.>*

3. Reduksi data (data reduction) yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok,
dan memfokuskan pada hal-hal yang penting. Dengan demikian, data yang
direduksi akan memberikan gambaran yang jelas, dan mempermudah peneliti
untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencari bila diperlukan.>
Semua data yang diperlukan dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi

dikumpulkan dan dirangkum kemudian disesuaikan dengan fokus penelitian.

%3 Sudarto, Metodologi Penelitian Filsafat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997). H, 66.

¥ Mahmud Igbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya,
(Jakarta: Gralia Indonesia, 2002), 55.

*® Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitataif R&D, (Bandung: Alfabeta, 2011), 247
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4. Penyajian data (data disply), penyajian data yang telah diperoleh dari lapangan
terkait dengan seluruh permasalahan penelitian dipilih antara yang di butuhkan
dengan tidak, lalu di kelompokkan kemudian di berikan batasan masalah.

5. Penarikan kesimpulan, yaitu membandingkan data-data keterangan yang
berkaitan dengan permasalahan kemudian ditarik suatu kesimpulan.®® Sehingga
kesimpulan yang didapat bisa di peroses dan dipertanggung jawabkan serta

memilih alasan yang kuat untuk dipertahankan.

*® Sutrisno Hadi, Metodologi Research Jilid I (Yogyakarta: Andi Offset, 1993), 42.



BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Objek Penelitian
1. Gambaran Umum Sejarah dan Perkembangan Kantor Urusan Agama
(KUA) Kecamatan Wara Utara

Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara resmi didifinisikan sejak
tahun 1990 tetapi baru mendapatkan pembangunan kantor yang permanen pada
tahun anggaran 1991/1992. Keberadaan Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara
Utara Kota Palopo yang merupakan unit pelayanan keagamaan dalam lingkup
instansi Departemen Agama Kota Palopo yang sangat dirasakan manfaatnya oleh
masyarakat, mengingat mayoritas penduduk diwilayah kerja Kantor Urusan
Agama Kecamatan Wara Utara beragama islam. Meskupun Keberadaan KUA
Kecamatan Wara Utara dengan tugas pokok pada bidang pelayanan keagamaan
yang lain tidak disampingkan.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara yang berkedudukan di ibu
kota Palopo yang berukuran 9 x 10 M2 yang berdiri diatas tanah 15 x 30 M2.
Dengan status tanah hibah dari Pemda Kabupaten Luwu (Sebelum pemekaran
menjadi kota Palopo) tahun perolehan 1990, dengan kondisi perolehan tidak
dalam sengketa dengan pihak manapun.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wara Utara mewilayah 6

Kelurahan. Dengan hasil pemekaran sebagai berikut:

45
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Tabel 4.1.
Data Kelurahan di Kec. Wara Utara
No | Nama Kelurahan Kecamatan Wara Utara

1. | Kelurahan Penggoli

2. | Kelurahan Batupasi

3. | Kelurahan SabbangParru

4. | Kelurahan Luminda

5. | Kelurahan Salobulo

6. | Kelurahan Pattene

Sumber: Kantor KUA Kecamatan Wara Utara (2024)

2. Letak Geografis KUA Kecamatan Wara Utara

Letak geografis suatu wilayah mempunyai pengaruh yang sangat
signifikan terhadap kebijakan dan program kerja yang harus direncanakan dan
dilaksanakan oleh seorang decition maker atau pejabat yang memimpin dalam
suatu wilayah tersebut, karena itu Al-qur’an menjelaskan bahwa Allah
menciptakan manusia terdiri dari bersuku-suku dan berbangsa-bangsa bukan tanpa
maksud dan tujuan, tetapi itu semua mengandung nilai transpormasi, edukasi dan
akulturasi yang diharapkan suatu wilayah tertentu dapat menggali potensi yang
lebih baik dari wilayah lain demi tercptanya kemajuan dalam suatu wilayah
tersebut.

Oleh karena itu, dari segi geografisnya KUA Kecamatan Wara Utara
dengan Kota Palopo sebagai ibu Kotanya, berada di bagian utara Kota Palopo, dan
sebagian wilayahnya berada di daerah pegunungan. Dan batas wilayah kerja

sebagai berikut:
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Tabel 4.2
Batas wilayah Kecamatan Wara Utara
No | Batas Wilayah Kerja KUA kecamatan Wara Utara

1. | Sebelah Utara Wilayah Kecamatan Telluwanua Kota Palopo

2. | Sebelah Selatan Wilayah Kecamatan Bara (Pemekaran Wara Utara)

3. | Sebelah Timur Wilayah Kecamatan Wara Timur

4. | Sebelah Barat Wilayah Kecamatan Barat

Sumber: Kantor KUA Kecmatan Wara Utara (2024)

3. Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi KUA Kecamatan Wara Utara

Secara definif Kantor Urusan Agama (KUA) Keacamatan Wara Utara
sebagaimana di jabarkan dalam keputusan Menteri Agama RI Nomor 517 Tahun
2001 dan Keputusan Menteri Nomor 477 Tahun 2004 Adalah instansi
Departemen Agama Kabupaten/ Kota di bidang urusan Agama Islam dalam
wilayah Kecamatan.

Oleh karena itu, Kantor Urusan Agama Kecamatan berkedudukan di
wilayah Kecamatan dan bertanggungjawab kepada kepala Kantor Departemen/
Kota yang dikoordinir oleh Kepala seksi Urusan Agama Islam/ Bimas Islam/
Bimas dan Kelembagaan Agama Islam dan dipimpin oleh seorang kepala
sehingga tugas dan pokok KUA Kecamatan adalah melaksanakan sebagian tugas
Departemen Agama Kabupaten/ Kota di bidang Agama Islam dalam wilayah
kecamatan.

Berpijak pada kedudukan dan tugas pokok tersebut maka KUA Kecamatan

Wara Utara berkedudukan dalam wilayah Kecamatan Wara Utara Kota Palopo



48

dan menjalankan sebagian tugas kepala kantor Departemen Agama Kota Palopo
di bidang Urusan Agama Islam.
Sedangkan fungsi Kantor urusan Agama Kecamatan Adalah sebagai

berikut:

1. Menyelenggarakan statistic dan dokumentasi

2. Menyelenggarakan surat menyurat pengurusan surat pengetikan dan rumah
tangga kantor urusan Agama Kecamatan

3. Melaksanakan zakat, wakaf dan baitul mal dan ibadah sisoal kependudukan
dan pengembangan keluarga sakinah.

4. Visi dan Misi KUA Kecamatan Wara Utara

1. Visi
Sebagai landasan visioner bagi penetapan misi, strategi, arah kebijakan dan
penyusunan program tahunan, maka visi KUA Kecamatan Wara Utara
dirumuskan sebagai berikut:
“Terwujudnya masyarakat Islam yang beriman, bertagwa dan berakhlakul
karimah serta menghayati nilai-nilai keimanan yang tercermin pada perilaku

sehari-hari dalam kehidupan pribadi, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa
dan bernegara.”

2. Misi
Untuk merealisasikan misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara
maka diambil beberapa jabaran Misi sebagai berikut:
1. Meningkatkan kualitas bimbingan, pelayanan dan perlindungan terhadap
masyarakat Islam dalam melaksanakan ajaran Agamanya.
2. Mengoptimalkan peran KUA dalam pembinaan keluarga Sakinah dan

kehidupan beragama.
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Meningkatkan perlindungan dan jaminan masyarakat Islam dalam
mengkonsumsi produk yang halal.

Mengoptimalkan kegiatan keagamaan sebagai momentum syiar Islam.
Meningkatkan peranan pengelolah zakat yang lebih prefesional, transparan
dan amanah dalam menumbuh kembangkan kesadaran dan potensi
ekonomi masyarakat Islam.

Meningkatkan fungsi asset wakaf sebagai sarana pengembangan potensi

ekonomi.



2. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Wara Utara

Kepala KUA Kec.Wara Utara

Drs. Bahtiar Nawir

l

Penghulu Penyuluh

1. Munawir Kadir, 1. H. Yusri Al ihsan,

SH.MH S.Ag, SE MM
2. Khairullah, S.Pd 2. Anwar Mulu,S.Ag

M.Pd

3. Husairi M. Amin,

S,ud, M.H 3. Rahmat, S.Ag

\ \%

Administrasi Kemasyarakatan

1. Hj. Marhuma, S. Kom.I

2. Indrayani, S.E

50

Bidang Keagaman Bidang Zakat Bimbingan Masyarakat
dan Kemasjidan dan Wakaf
H. Yusri Al lhsan, S.Ag,
Rahmat S.Ag Anwar Mulu SE, MM
S.Ag, M.pd

Sumber: Kantor KUA Kec. Wara Utara (2024)
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Tabel 4.3
Tabel Anak yang Melakukan Pernikahan di Bawah Umur
NO NAMA UMUR TAHUN
SUAMI | ISTRI SUAMI | ISTRI

1 AR DP 17 16 2020
2 RI FI 18 18 2021
3 MA MK 18 17 2021
4 RM H 17 15 2023

Sumber Data: Kantor KUA Kecamatan Wara Utara (2024)

Berdasarkan tabel di atas dapat di ketahui bahwa yang melakukan
pernikahan anak di bawah umur di kecamatan wara utara sebanyak 4 kk yang
melakukan pernikahan di bawah umur pada tahun 2019-2023. Hanya 4 kk
yang tercatat di KUA Kecamatan Wara Utara dan melakukan dispensasi nikah

B. Pembahasan Han Hasil Wawancara
1. Sistem Pernikahan Anak di Bawah Umur dalam Perundang-Undangan
dan Hukum Islam di Kec. Wara Utara
Setelah ada perubahan Undang-Undang baru, yakni UU No. 16 tahun 2019
tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Batas pria dan
wanita disamakan. Baik pria maupun wanita minimal harus sudah mencapai umur
19 tahun, akan tetapi kenyataannya berbanding terbalik, banyak pasangan yang
melakukan pernikahan di bawah umur. Apabila ada Pernikahan anak di bawah
umur dalam hal ini pemerintah memberikan kebijakan dalam menetapkan batas
minimal usia pernikahan yang tentunya melalui proses dan berbagai
pertimbanngan atau lazim disebut dispensasi. Tapi, tidak semuaa pengajuan
dispensasi pernikahan anak di bawah umur dapat di kabulkan oleh Pengadilan
Agama. Pengajuan dispensasi dapat di tolak dengan alasan kedua calon mempelai

masih di bawah umur melakukan pernikahan di anggap masih anak-anak dan
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belum terjadi kecelakaan (hamil duluan) dan apabila permohonan dispensasi
tersebut tetap dikabulkan dikhawatirkan apabila sudah berumah tangga tidak aka
bisa harmonis karena belum ada kesiapan mental.

Pengajuan dispensasi dapat diterima oleh Pengadilan Agama dengan dasar
alasan apabila sudah terjadi kecelakaan (hamil duluan). Penerimaan dispensasi ini
bertujuan untuk melindungi hak anak dari hubungan di luar nikah pernikahan.
Hak anak yang dilindungi antara lain untuk mempermudah dalam pengurusan segi
administrasi secara hukum misalnya suatua saja akte kelahiran sehingga
memperijelas status hukum dari anak tersebut.>

Hukum Islam tidak ada batasan usia dalam melakukan suatu perkawinan.
Islam memandang suatu pernikahan dikatakan sah bukan atas dasar usia akan
tetapi atas dasar sudah terpenuhi rukun dan syarat perkawinan yaitu dengan
adanya wali dan dua orang saksi, serta mahar dan akad pengantin itu sendiri sudah
sah menurut Islam. Usia Perkawinan dalam Hukum Islam hanya di persyaratkan
telah mencapai baligh antara kedua calon suami istri, dengan syarat dan rukun
Perkawinan. Salah satu syarat sah Perkawinan adalah mencapai usia baligh,
sehingga secara tegas harus memenuhi ketentuan hukun Islam yang sesuai dengan
ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan hasil penelitian penulis melalui observasi dan wawancara
bersama Bapak Drs. Bahtiar Nawir sebagai Kepala KUA Kecamatan Wara utara,
mengenai praktik pernikahan anak di bawah umur di Kecamatan Wara Utara

berikut penuturannya:

*'Zulfiani, Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak di Bawah Umur Menurut Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1074, “Jurnal Hukum Samudra Keadilan”, Volume 12, No 2, 2017, 32.
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“Tidak boleh, tapi jika dia mendapatkan rekomendasi dari pengadilan
melalui sidang dispensasi maka di bolehkan dengan alasan dan bukti yang
mendesak dapat di ajukan, namun harus melalui proses yang ketat dan
pertimbangan matang dari berbagai pihak. Adapun penyebab terjadinya
praktik pernikahan anak di bawah umur vyaitu karna pergaulan dari
lingkungan. Jika pergaulannya bebas tanpa di kotrol maka akan
mempengaruhi bagi tumbuh kembang biak anak. Sehubungan dengan
adanya perubahan undang-undang pernikahan sudah di ubah dengan
pertimbangan penyamarataan usia laki-laki dan perempun, untuk
mencegah praktik pernikahan anak di bawah umur’*®

Pergaulan bebas yang tercipta di lingkungan sosial anak mendorong
terjadinnya hal-hal yang tidak diingankan yang menjadi faktor terjadinya praktik
pernikahan anak di bawah umur. Di zaman sekarang, sangat muda bagi semua
orang untuk mengakses informasi dari internet, dengan kemudahan mengakses
internet inilah anak-anak mengetahui apa yang seharusnya diketahui. Misalnya,
ketika lingkungan sekitar menganggap bahwa berhubungan seksual sebelum
menikah adalah hal yang biasa, sehingga bisa memicu terjadinya praktik
pernikahan anak di bawah umur , karena hamil di luar nikah yang di lakukan
secara sadar atas dasar saling menyukai tanpa disertai pertimbangan akibat dari
perbuatannya.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Penghulu KUA Wara Utara
Bapak Munawir Kadir, SH., MH Mengenai usia rata-rata anak yang menikah di
bawah umur, berikut penuturannya:

“Usianya rata-rata 16-18 tahun, kadang ada juga yang SMP umur 15

tahun. Sebelum di ubah perempuan 16 tahun dan untuk laki-laki 19 tahun.

Pada Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Tapi
sekarang adanya perubahan Undang-undang No 16 Tahun 2019 menaikan

% Drs. Bahtiar Nawir, Wawancara Pribadi, Kepala KUA, Kecamatan Wara Utara, 19 Juni
2024.
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usia minimum perkawinan menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan
5959

perempuan.

Pertimbangan batas usia 19 tahun ditetapkan karena anak dinilai matang
jiwa dan raganya untuk melangsungkan pernikahan secara baik, tanpa berfikir
pada perceraian serta mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan
dengan kenaikan batas usia ini dapat menurunkan resiko kematian ibu dan anak,
serta memenuhi hak-hak anak demi mengoptimalkan tumbuh kembangnya.

Peneliti melakukan wawancara dengan Penghulu KUA Wara Utara Bapak
Rahmat, S.Ag. Mengenai bahwa pernikahan anak di bawah umur dilarang oleh
undang-undang dan sudahkah di terapkan di Kecamatan Wara Utara, berikut
penuturannya:

“Terkait perubahan undang-undang perkwinan sudah di terapkan di

Kecamatan Wara Utara. Dan berharap dapat menekan angka perkawinan

anak dan meningkatkan kualitas perkawinan, melindungi hak-hak dan

meningkatkan kesiapan mental dan fisik mereka untuk menikah,

mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, memperkuat
:9560

perlindungan anak dini dan eksploitasi
Perubahan Undang-undang Perkawinan diharapkan dapat membawa
dampak positif dalam jangka panjang, namun perlu usaha bersama dari berbagai
pihak untuk memastikan implementasinya berjalan efektif dan mencapai tujuan
yang diharapkan. Sosialisasi, edukasi, dan penegakan hukum yang kuat menjadi

kunci untuk mewujudkan pernikahan yang sehat dan berkualitas bagi generasi

penerus bangsa.

% Munawir Kadir, Wawancara Pribadi, Penghulu KUA Wara Utara, 20 Juni 2024.
% Khaerullah, Wawancara Pribadi, Penghuluh KUA Wara Utara, 20 juni 2024.
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2. Faktor Penyebab terjadinya Pernikahan Anak di Bawah Umur di Kec.

Wara Utara

Dalam Pernikahan anak di bawah umur tentu saja banyak faktor-faktor

menjadi penyebab untuk melangsungkan sebuah pernikahan di bawah umur.
1. Faktor Adat/Kebiasaan
Terjadinya pernikahan anak di bawah umur di Kecamatan Wara Utara
disebabkan faktor adat/kebiasaan menurut banyak presepsi masyarakat
sering terjadi karena sejak kecil anak telah dijodohkan oleh kedua orang
tuannya. Orang tua beranggapan ingin cepat-cepat menikahkan anak
gadisnya karena takut akan menjadi perawan tua.

Informan selanjutnya disampaikan oleh EP (pelaku pernikahan anak di
bawah umur) bahwa faktor terjadinya pernikahan anak di bawah umur berikut
pemaparannya:

“Jadi begini kenapa ka menikah di bawah umur karna di jodohkan sama

orang tua ku, berhenti ka sekolah jadi, langsung nah carikan ka laki-laki
sama orang tuaku untuk dinikahkan ka sama.”®

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan EP bahwa dirinya menikah
karena dijodohkan oleh orang tuanya, karena mereka takut anak mereka menjadi
perawan tua. Akhirnya orang tua EP mencari seorang laki-laki untuk di nikahkan
bersama EP.

2. Pergaulan bebas

Berdasarkan penelitian yang peneliti temukan di lapangan mengenai

pernikahan anak di bawah umur di Kecamatan Wara Utara adalah dimana

61 EP(Pelaku Pernikahan anak dibawah umur), wawancara, Kecamatan Wara Utara, 13
Juli 2024
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mereka hidup mengikuti gaya atau tren yang sedang terjadi padahal hal
tesebut bersifat negative seperti gaya pacaran yang berlebihan.

Informan selanjutnya disampaikan oleh RI bahwa dampak yang
ditimbulkan dari pernikahan anak di bawah umur berikut pemaparannya:

“Jadi begini waktu saya masih sekolah pada saat itu saya punya pacar yang
sudah jadi suami ku sekarang. Dulu dia juga masih sekolah dan satu
sekolah ka. Kami pacaran ya seperti layaknya anak jaman sekarang kalau
pulang sekolah tidak langsung pulang ke rumah, pasti pergi dulu jalan atau
lending (kencan). Berawal dari itu ka hamil dan dengan keadaan terpaksa
harus ka putus sekolah karena harus ka menikah.”®?

Berdasarkan hasil wawancara Rl mengatkan bahwa dulu waktu masih
sekolah dirinya sudah mempunyai pacar dan pacarnya juga masih sekolah dan
sekarang sudah menjadi istri. Berawal dari gaya pacaran yang berlebihan sehingga
membuatnya putus sekolah dan harus melakukan pernikahan di umur yang sangat
muda.

3. Kurangnya perhatian orang tua

Peran orang tua sangatlah penting dalam mendidik anak, menentukan
dengan siapa anak bergaul dilingkungan mana anak tinggal sehingga
anak atau remaja tidak menjadi korban keteledoran orang tua, jika anak
diberikan pendidikan agama yang kuat sedari dini memungkinkan
mereka akan secara sadar untuk tidak melakukan hal yang melanggar

norma agama. Terjadinya pernikahan anak di bawah umur di Kecamatan

Wara Utara salah satu penyebabnya adalah kurangnya perhatian orang

2RI (Pelaku Pernikahan anak dibawah umur), wawancara, Kecamatan Wara Utara, 13
Juli 2024
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tua terhadap anak sehingga anak kurang diperhatikan dalam
pergaulannya.
Informan disampaikan oleh IH adalah penuturannya:
“Jadi begini waktu itu masih umur 16 tahun ka, alasan ka menikah diumur
yang masih muda sekali karena kecelakaan ka (hamil diluar nikah) faktor
lain juga di sebabkan kerena orang tuaku kurang perhatian, tidak ada
pengajaran, bimbingan dan tegurannya, karena orang tua ku sibuk dengan
pekerjaannya, jadi ku rasa kaya anak tidak disayang jika sampai akhirnya
berani ka dan nekat ka selalu keluar rumah dan melakukan hal-hal yang
aneh tanpa ku pikir rasa malunya mereka nanti”®
Berdasarkan hasil wawancara dari informan IH dikemukakan bahwa
alasan mengapa dirinya melakukan pernikahan di usia yang sangat dini yaitu
karena hamil diluar nikah dan faktor kurangnya perhatian dari orangtua sehingga
dirinya melakukan hal-hal diluar batas.
4. Keluarga Cerai (Broken Home)
Banyak anak-anak korban perceraian terpaksa menikah di bawah umur
karena berbagai alasan, misalnya: tekannan ekonomi, untuk meringankan
beban orang tua tunggal, mendapatkan pekerjaan, meningkatkan taraf
hidup.
Informan selanjutnya disampaikan oleh A bahwa faktor penyebab
terjadinya pernikahan anak di bawah umur berikut pemaparannya:
“Jadi begini awalnya waktu itu mama ku kerja diluar kota untuk hidupi ka
karena diliat mi kondisi keluarga ku serba kekurangan jadi untuk hidupi ka
mama ku harus banting tulang . dari kecil na tinggali mka mamaku dan
tidak tinggal ka juga sama bapak ku karena sudah beristri lagi. Jadi itumi
bebas sekali ka pergi bergaul makanya hidup ka seperti orang yang tidak

punya aturan karena tidak ada yang bisa tegurka. Dan carika perhatian
sana sini sekedar mau ji ka rasakan kasih sayang. Jadi saya tidak pernah ka

8H (Pelaku Pernikahan anak dibawah umur), wawancara, Kecamatan Wara Utara, 10
Juli 2024
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sendiri selalu ada pacarku dan banyak juga teman laki-laki ku di banding
perempuan, saya kenal ini suami ku waktu selalu nongkrong sama teman-
teman ku dan gabung ka juga waktu itu akhirnya kenalan mi ka, semakin
lama semakin nyaman ka akhirnya pacaran sama, dan memang ku akui
gaya pacaran ku memang tidak sehat sehingga bisa ka hamil sebelum
menikah.”®

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan A bahwa dirinya adalah
seorang anak korban broken home yang ditinggal ibunya keluar kota demi
menghidupi dirinya dan juga tidak tinggal bersama ayahnya karena sudah
menikah lagi. Karena itu informan mejadi kurang perhatian sehingga itulah yang
menyebabkan dirinya terjerumus dalam pergaulan bebas. Broken home memang
menjadi salah satu pemicu rusaknya pergaulan seorang anak selain merusak
pergaulan juga bisa menganggu psikis seorang anak, itulah sebabnya kenapa
banyak sekali keluarga broken home ke pergaulan bebas. Memang tidak semua
anak yang berasal dari broken home itu buruk. Namun, mayoritas yang ada pada
di lapangan seperti itu.

Peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Verawati, S.E, selaku
Penyuluh KUA Wara Utara mengenai faktor yang mendorong terjadinya
pernikahan anak di bawah umur, berikut penuturannya:

“Karena kurangnya perhatian orang tua, peran orang tua juga sangatlah

penting dalam mendidik anak, menentukan dengan siapa anak bergaul

dilingkungan mana anak tinggal sehingga anak tau remaja tidak men jadi
korban keteledoran orang tua. Peran orang tua dalam mengasuh dan
mendidik anak dirumah merupakan kewajiban setiap orang tua dalam

usaha membentuk kepribadian anak. Terjadinya faktor pernikahan anak di

bawah umur salah satunya adalah kurangnya perhatian orang tua terhadap
anak sehingga anak kurang diperhatikan dalam pergaulannya”.6

%A (Pelaku Pernikahan anak dibawah umur), wawancara, Kecamatan Wara Utara, 13 Juli
2024
% Vera Wati, Wawancara Pribadi, Penyuluh KUA Wara Utara, 23 Juni 2024.



59

Perlu di ingat bahwa pernikahan anak di bawah umur terjadi karena
beberapa faktor yaitu, faktor ekonomi, pergaulan bebas dan kurangnya perhatian
orang tua. Dengan mengatasi berbagai faktor di harapkan pernikahan anak di
bawah umur dapat di cegah dan masa depan yang lebih cerah bagi anak dapat
terwujud.

Peneliti melakukan wawancara dengan lbu Ummu Kalsum Amrullah,
S.Pd. Selaku Penyuluh KUA Kecamatan Wara Utara mengenai upaya yang dapat
dilakukan untuk mencegah terjadinnya pernikahan anak di bawah umur, berikut
penuturannya:

“Yaitu dengan melakukan pembinaan secara intens di keluarga serta

pembinaan melalui sekolah-sekolah dengan di adakan (KURSCANTI)

Kurus calon pengantin tingkat sekolah untuk mencegah pernikahan anak

di bawahn umur dan harus libatkan anak tersebut .”®®

Upaya pencegahan terjadinya pernikahan anak di bawah umur harus
dilaksanakan melalui pelaksanaan kebijakan pembatasan usia minimal
perkawinan diantaranya dengan secara tegas melakukan penolakan terhadap
berkas pengajuan perkawinan yang tidak memenuhi syarat minimal perkawinan.
Namun upaya tersebut hasilnya kurang signifikan sebab pintu masuk berbagai
persoalan seperti manipulasi usia, atau pernikahan dibawah umur secara sikum,

berada pada otoritas lembaga lain. Solusi alternatifnya dengan melibatkan

masyarakat, peduma, tokoh agama, ketua RT, kepala desa, kecamatan KUA, dan

®Ummu Kalsum Amrullah , Wawancara Pribadi, Penyuluh KUA Wara Utara, 23 Juni
2024.
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pengadilan agama dalam pelaksanaan kebijakan pembtasan usia minimal
perkawinan®’.

Peneliti melakukan wawancara bersama Bapak Drs. Bahtiar Nawir sebagai
Kepala KUA Kecamatan Wara utara, mengenai dispensasi nikah dapat di berikan
pada pernikahan anak di bawah umur di Kecamatan Wara Utara berikut
penuturannya:

“Adanya dispensasi nikah dapat diberikan pada anak yang menikah di

bawah umur jika proses dilakakuan, melalui pengadilan agama dengan

membuat permonan dispensasi nikah, melengkapi persyaratan
administrasi, sidang di pengadilan agama dan putusan pengadilan agama.

Hakim akan memutuskan apakah permohonan dispensasi nikah di

kabulkan atau di tolak”®®

Jadi, Dispensasi nikah adalah solusi yang harus diberikan secara hati-hati
dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Pencegahan pernikahan anak
dibawah umur melalui edukasi , pemberdayaan, dan penegakkan hukum harus
menjadi focus utama untuk melindungi hak-hak anak dan perempuan. Ada
dampak posistif dari dispensasi nikah yaitu mencegah terjadinya perzinahan dan
kehamilan di luar nikah, menjaga kehormatan perempuan dan keluarga,
memastikan hak anak atas nafkah dan kasih satang orang tua. Dasar pertimbangan
Hukum dalam memberikan putusan pernikahan anak dibawah umur , yaitu
Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman
Mengadili Pernikahan Dini. Izin pernikahan anak dibawah umur oleh pengadilan

negeri/agama/mahkamah syariah kepada calon suami atau istri yang belum

berusia 19 tahun untuk melangsungkan pernikahan demi memperhatikan

®’Lisa Patrianti dkk, Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Upaya Pencegahan
Praktik Pernikahan Dini Masa Pandemi Covid 19, “Jurnal Keperawatan Silampari”, Volume 5,
Nomor 1, Desember 2021, https://doi.org/10.315339/jks.v51.3068

8 Munawir Kadir, Wawancara Pribadi, Penghulu KUA Wara Utara, 26 Juni 2024.
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kepentingan terbaik bagi anak, Semua demi kemaslahatan kedepannya. Hakim
juga memutuskan perkara pernikahan anak dibawah umur, yaitu dengan bukti
yang kuat dan hal yang mendesak seperti hamil di luar nikah, maka dengan itu
hakim mau tidak mau memberikan izin permohonan perrnikahan anak dibawah
umur karena untuk menutup aib keluraga dan demi masa depan anak yang sudah
hamil terlebih dulu serta cemi calon bayi yang memerlukan sosok seorang ayah.
Hakim bukan hanya menerima atau mengabulkan permohonan pernikahan anak
dibawah umur tetapi juga bisa menolak permohonan apabila alasan dan bukti
yang diberikan tidak sesuai dengan fakta yang ada.

Peneliti juga melakukan wawancara bersama ibu dusun Kelurahan
Salobulo mengenai pernikahan anak di bawah umur menurut hukum islam,
berikut penuturannya.

“Pernikahan itu bertujuan untuk membinah keluarga yang bahagia dan

harmonis. Untuk itu pernikahan harus didasari dengan usia yang matang.

Karena kalau kita menikah di usia muda pemikiran kita masih labil belum

bisa menghadapi permasalahn yang ada dalam rumah tangga, hal ini dapat

mengakibatkan perceraian. Inikan sudah menyimpang dari tujuan

pernikahan yang seharusnya dalam berumah tangga itu kita membinah

rumah tangga yang bahagia”.69

Dalam hukum islam bersumber dari Al-qur’an dan hadits yang kemudian
ditafsirkan oleh beberapa ulama yang suadah terkaji ilmunya dalam menentukan
suatu hukum. Pada hukum positif batas usia ditetapkan dengan menyebutkan
angka yang berarti jelas batasan dari usia tersebut. Sedangkan dalam Islam
sebagai mana yang ada pada Al-Qur’an maupun hadits disebutkan ciri-Ciri

ataupun isyarat mengenai batasan usia perkawinan, melalui pengertian balig

* Ibu dusun , Wawancara Pribadi, Imam Salobulo, 26 Juni 2024.
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ataupun mampu kemudian dari ayat-ayat Al-Qur’an maupun hadits tersebut
muncul berbagai penfsiran para ulama mengenai batasan usia perkawinan
tersebut, bebrapa pendapat yang sesuai dengan kondisi masyarakat tempat tinggal.
Dengan ketetapan multitafsir maka Hukum Islam juga bisa dilakukan pembaruan
berdasarkan kebutuhan yang ditetapkan dalam Islam. Islam tidak melarang
seorang yang melangsungkan pernikahan dengan syarat sudah baligh dan sudah
mampu dalam memberikan nafkah jasmani dan rohani.”
3. Dampak Pernikahan Anak di Bawah Umur
Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di Kecamatan Wara
Utara dampak terhadap pernikahan anak dibawah umur yaitu:
1.Terjadinya pertengkaran keluarga
Pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan dibawah umur
tidak bisa memenuhi hak kewajibannya sebagai suami istri, sehingga dampak
dari pernikahan dibawah umur akan menimbulkan berbagai persoalan dalam
rumah tangga.
Informan selanjutnya disampaikan oleh SI bahwa dampak dari pernikahan anak di
bawah umur berikut pemaparannya:
“Jadi begini masalah yang sering terjadi dalam rumah tangga ku itu
bertengkar karena masalah uang, sampai saat ini darinya ka sudah
menikah tidak ada sama sekali usahannya mau bekerja. Masa mau teruska
bergantung sama orangtua ku nah seharusnya dia ji yang bertanggung

jawab penuh untuk menafkahi ka karena sudah jadi istrinya mika, nah itu
mi masalahnya yang selalu bikin ka emosi apalagi jaman sekarang itu apa-

"Yopani Selia Almahisa & Anggi Agustia, Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-
Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, “Jurnal Riset Hukum Dan Hak Asasi
Manusia”’, Volume 3, Nomor 1, 2021. 34.
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apa serba uang kerena adami juga anak ku jadi kubutuhkan ku semakin
banyak”71

Berdasarkan hasil wawancara dari informan S| bahwa dampak yang
ditimbulkan dari pernikahan di bawah umur yaitu sering terjadinnya pertengkaran
karena masalah ekonomi. Sang suami tidak mau mencari kerjaan, dirinya merasa
malu kepada orang tua kerena harus bergantung terus sementara dirinya sudah
punya suami yang harus bertanggung jawab penuh untuk menafkahi, hal
tersebutlah yang selalu membuat informan terpancing emosi apalagi jaman
sekarang apa-apa serba uang dan sudah punya anak jadi kebutuhan semakin
bertambah.

2. Dampak terhadap psikologi
Masa remaja juga disebut masa pencairan identitas diri. Itu ditandai
dengan gejolak emosi yang tidak stabil. Ketidakstabilan emosi ini akan
mempengaruhi hubungan suami istri, menyebabkan banyak konflik dan
akhirnya berujung perceraian.
3. Terjadinya perceraian
Adapun danpak yang paling fatal terjadi akibat menikah dibawah umur
yaitu terjadinya perceraian. Perceraian terjadi karena usia pasangan suami
istri yang masih dibawah umur sehingga pola pikirnya masih bersifat
kekanak-kanakan hal ini tentu saja mempengaruhi keberlangsungan rumah

tangga mereka.

4. Putus Sekolah

"'SI(Pelaku Pernikahan anak dibawah umur), wawancara, Kecamatan Wara Utara, 10 Juli
2024
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Putus sekolah salah satu dampak yang ditimbulkan dari pergaulan bebas
yang mengakibatkan anak harus menikah dibawah umur karena orang tua
kurang tegas dalam memperhatikan pendidikan anak.

Peneliti melakukan wawancara bersama Ibu Hj. Nurlaila, S.E. sealaku

penyuluh di KUA Wara Utara, Mengenai dampak negatif dari pernikahan anak di
bawah umur di Kecamatan Wara Utara, berikut penuturannya:

“Pernikahan di usia yang sangat muda sering kali mengakibatkan
terhentinya pendidikan anak, yang berdampak pada pengembangan sosial
dan keterampilan mereka. Secara Psikologi, mereka mungkin mengalami
tekanan emosional dan stress karena belum siap secara mental dan
emosional untuk menghadapi tanggung jawab pernikahan. Secara fisik,
anak yang menikah pada usia muda sering menghadapi resiko kesehatan
yang lebih tinggi, seperti kompilasi saat melahirkan karena tubuh mereka
belum sepenuhnya matang. Secara mental, mereka mungkin mengalami
depresi, kecemasan, dan masalah kesehatan mental lainnya karena tekanan
dari pernikahan yang terlalu dini. Dampak negative lainnya mempengaruhi
kesetaraan gender dan hak-hak perempuan, sering kali juga mengurangi
kesempatan mereka untuk mengembangkan potensi mereka dalam bidang
pendidikan dan karir. Hal ini juga dapat memperburuk ketimpangan
gender, karena anak perempuan lebih rentan terhadap pengendalian
kehidupan mereka oleh orang lain, termasuk dalam hal keputusan yang
mempengaruhi hidup mereka.”"?

Pendapat yang dikemukakan oleh Gemala Sari Pramubakti KUA KEC.
Wara Utara, solusi mencegah pernikahan anak dibawah umur adalah berikut
penuturannya:

“Ya, kalau menurut saya anak dimasukan saja ke pondok pasantren karena

kalau anak sudah masuk pesantren apalagi sudah jadi santri tidak ada lagi

yang perlu ditakutkan mengenai pergaulan anak, karena otomasit hanya

focus belajar dan tidak untuk memikirkan hal yang lain dan juga bisa
mandiri bertambah pengetahuan tentang agama™"

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan ibu Gemala Sari

bahwasanya untuk menjaga anak dengan memasukkan ke pondok pesantren

"?Hj. Nurlaila, Wawancara Pribadi, Penyuluh KUA Wara Utara, 2 Juni 2024.
® Gemala Sari Wawancara, KUA Kecamatan Wara Utara, 1 juli 2024
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dengan begitu tidak ada lagi hal yang perlu dikhawatirkan karena anak hanya
berfokus pada pelajaran yang ada di pondok pesantren. Informan berharap dengan
memasukkan anak ke pondok pesantren dapat membuat anak-anak mampu
menjaga diri sendiri dari perbuatan tidak dibenarkan oleh agama dan norma.
Informan dari ibu Nurhasanah mengemukakan pendapat terkait dalam
mencegah terjadinya pernikahan anak dibawah umur adalah berikut penuturannya:
“Kalo menurut saya pribadi untuk mencegah terjadinya pernikahan anak
dibawah umur yaitu dengan melihat lingkungan pertemanannya dengan
siapa si anak berteman kalau teman yang mengajak kebaikan ya boleh-
boleh saja silahkan bergaul berama, tetapi ketika dengan dengan teman
tang salah ya tentunya dilarang bergaul bersama karena kita ingin melihat
anak kita menjadi anak yang bisa membanggakan orangtua karena salah

satu penyebab rusaknya anak karena dari lingkungan pertemanan
mereka.”"*

Berdasarkan hasil wawancara dengan inforaman ibu Nurhasanah terkait
dalam mencegah terjadinya pernikahan anak dibawah umur adalah melihat teman
dan mengawasi pergaulan anak adalah cara yang cukup ampuh untuk solusi
mencegah terjadinya pernikahan anak dibawah umur, terutama untuk anak-anak
beliau sendiri. Dengan mengawasi pergaulan anak maka sebuah keluarga sedang
menjalankan fungsinya dimana keluarga akan merangkul pengaruh negative maka
orang tua akan mengingatkan kepada anak tentang bahaya pengaruh negative
berikut.

Adapun dampak menurut Hukum Islam pernikahan anak di bawah umur

atau sebelum usia baligh tidak diperbolehkan karena banyak menimbulkan
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mudharat. Beberapa dampak pernikahan anak di bawah umur dalam Islam, antara
lain:

1. Tidak memenuhi nilai esensial pernikahan, yaitu memenuhi kebutuhan

biologis dan melanggengkan keturunan.

2. Dapat menimbulkan masalah yang terkait pendidikan, seperti putus

sekoah

3. Dapat menyebabkan masalah kesehatan reproduksi bagi wanita, seperti

rentan mengalami kanker rahim

4. Dapat menyebabkan gangguan mental, seperti depresi, kecemasan,

gangguan disosiatif, dan trauma psikologi

5. Dapat menyebabkan kestabilan ekonomi

6. Dapat menyebabkan ketidapahaman akan hak kewajiban sebagai

suami istri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan diatas dapat di
simpulkan bahwa yang pertama, terjadinya pertengkaran keluarga pasangan
suami istri yang telah melangsungkan pernikahan dibawah umur tidak bisa
memenuhi atau tidak mengetahui hak dan kewajiban sebagai suami istri, hal
tersebut timbul dikarenakan belum matangnya fisik atau mental, sehingga dampak
pernikahan anak di bawah umur akan menimbulakan berbagai persoalan dalam
rumah tangga. Kedua, Rawan tejadinya perceraian dampak yang sangat fatal
terjadi akibat dari pernikahan dibawah umur vyaitu terjadinya perceraian.
Perceraian dapat terjadi karena beberapa sebab adapun salah satu diantaranya

ialah kurangnya kedewasaan dalam berpikir karena usia pasangan suami istri yang
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masih di bawah umur sehingga pola pikirnya masih bersifat kekanak-kanakan hal
ini tentu saja sangat mempengaruhi keberlangsungan rumah tangga mereka.
Ketiga, Putus sekolah adalah salah satu dampak yang ditimbulakan dari pergaulan
bebas yang menyebabkan anak harus menikah di usia dini sehingga anak tersebut
putus sekolah.

Pembahasan sebelumnya kita dapat memahami ada beberapa faktor yang
mendorong terjadinnya pernikahan anak dibawah umur baik dari segi orangtua,
adat istiadat, ekonomi, pendidikan dan sosial.

Menurut beberapa data yang peneliti peroleh dari pendapat masyarakat dan
dari KUA Kecamatan Wara Utara, bahwa pernikahan anak dibawah umur masih
terjadi, akan tingkat kejadian itu semakin menurun dari tahun ke tahun dan tidak
semua anak yang menikah dibawah umur tercatat di KUA, karena masyarakat
disini sudah tidak seperti dulu, artinya masyarakat sudah banyak berkembang, dan
ini dibuktikan dengan data yang peneliti peroleh.

Masalah kematangan calon mempelai, Undang-Undang No. 1 1974
tentang perkawinan mempunyai hubungan erat dengan masalah kependudukan.
Dengan adanya batasan umur pernikahan baik wanita maupun pria diharapkan
lajunya kelahiran dapat ditekan seminimal mungkin. Sehubungan dengan hal
tersebut, pernikahan anak dibawah umur dilarang keras dan harus dicegah
pelaksanaanya. Pencegahan ini dilakukann semata-mata agar kedua mempelai
dapat memenuhi tujuan luhur dari perkawinan mereka langsungkan itu dari

perkawinan yang telah mencapai batas umur.
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Sebagaimana telah dikemukakan diatas, batas umur yang dikehendaki
Undang-undang ini minimal 19 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki.
Penyimpangan batas umur ini harus mendapat dispensasi dari pengadilan
terdahulu, setelah itu baru perkawinan dapat dilaksanakan.

Undang-undang perkawinan telah mengatur batas usia untuk melakukan
pernikahan. Perkawinan hanya diizinkan apabila laki-laki dan perempuan
mencapai 19 tahun. Tetapi tidak sedikit yang menjalankan aturan itu di Kecmatan
Wara utara. Sebagian masih mempercayai mitos perempuan. Sehingga mereka
menikahkan anaknya dibawah umur. Banyak faktor yang menyebabkan
pernikahan anak dibawah umur selain dari mitos ada juga karena hamil diluar
nikah.

Sebenarnya dalam Figh atau hukum Islam tidak ada batasan minimal usia
pernikahan. Mayoritas Ulama mengatakan bahwa wali atau orangtua boleh
menikahkan anak perempuannya dalam usia berapapun. Jadi Pernikahan anak
dibawah umur sah menurut Figh dan Hukum Islam. Namun karena pertimbangan
maslahat, beberapa ulama memakruhkan praktik pernikahan anak dibawah umur.
Makruh artinya boleh dilakukan namun lebih baik ditinggalkan. Anak perempuan
yang masih kecil belum siap secara fisik maupun psikologis untuk memikul tugas
sebagai istri dan ibu rumah tangga, meskipun dia sudah baliq atau suadah melalui
masa haid. Karena itu menikahkan anak perempuan yang masih kecil dinilai tidak
maslahat bahkan bisa menimbulkan mafsadah (kerusakan). Pertimbangan

maslahat-mafsadah ini juga diterima dalam Mazhab Syafi’i.
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Dasar dari itu semua dalam pernikahan Nabi Muhammad dan istrinya Siti
Aisyah, dimana Rasulullah menikahi Siti Aisyah pada usia 9 tahun (belum
baligh), tetapi Rasulullah mulai bersama Siti Aisyah pada usia 10 tahun karena

pada usia itu Siti Aisyah sudah baligh.



BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan

Bersadarkan hasil penelitian yang penulis lakukan tentang kasus
Pernikahan Anak di Bawah Umur dalam Prespektif Perundang-Undangn dan
Hukum Islam: Studi Pada Praktik Kecamatan Wara Utara, penulis menemukan
sebagai berikut:

1. Undang-undang perkawinan di Indonesia menjelaskan tentang perubahan
ketentuan batasan minimal usia seseorang diperbolehkan untuk menikah yang
sebelumnya batasan laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun berubah
menjadi usia kedua pengantin mencapai 19 tahun, pada usia ini baik calon
pengantin laki-laki atau pun perempuan dianggap cakap untuk melangsungkan
perkawinan dengan segala konsekuensinya. Sedangkan dalam Hukum Islam
sebagaimana yang ada pada al-Qur’an maupun hadis disebutkan ciri-ciri
ataupun syarat mengenai batasan usia pernikahan, melalui pengertian baligh
ataupun mampu, kemudian dari ayat-ayat al-Qur’an maupun hadist tersebut
muncul berbagai tafsiran para ulama mengenai batasan usia pernikahan
tersebut, beberapa pendapat yang sesuai dengan kondisi masyarakat tempat
tinggal. Dengan ketetapan yang multitafsir maka Hukum Islam juga bisa
dilakukan pembaruan berdasarkan kebutuhan yang disesuaikan dengan
ketentuan yang ditetapkan dalam Islam. Islam tidak melarang seseorang yang
akan melangsungkan pernikahan dengan syarat sudah baligh dan sudah

mampu dalam memberikan nafkah baik itu nafkah jasmani maupun rohani.
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2. Faktor penyebab pernikahan anak di bawah umur di Kecamatan Wara utara
bervariasi tergantung pada faktor sebagai berikut: (1) adat/istiadat orang
tuanya takut anaknya dikatakan perwan tua sehingga segara di kawainkan. (2).
Kurang perhatian dari orang tua, (3) pergaulan bebas, terjadinya pernikahan
anak dibawah umur dikalangan anak atau remaja yang ada di Kecamatan Wara
Utara akibat hubungan percintaan yang berlebiahan (pacaran) dan kurangnya
ketegasan orangtua dalam mendidik sehingga anak terjerumus dalam
pergaulan yang tidak baik dan menyebabkan anak hamil diluar nikah yang
akhirnya membuat orang tua terpaksa menikahkan mereka demi menjaga
nama baik keluarga, (4) Broken Home, Broken home memang menjadi salah
satu pemicu rusaknya pergaulan seorang anak selain merusak pergaulan juga
bisa menganggu psikis seorang anak, itulah sebabnya kenapa banyak sekali
keluarga broken home ke pergaulan bebas. Memang tidak semua anak yang
berasal dari broken home itu buruk. Namun, mayoritas yang ada pada di
lapangan seperti itu.

3. Dampak yang ditimbulkan dari pernikahan anak dibawah umur di Kecamatan
Wara Utara yaitu: (1) Terjadinya pertengkaran keluarga, pasangan suami istri
yang telah melangsungkan pernikahan dibawah umur tidak bisa memenuhi
hak kewajibannya sebagai suami istri, sehingga dampak dari pernikahan
dibawah umur akan menimbulkan berbagai persoalan dalam rumah tangga. (2)
Dampak terhadap psikologi, masa remaja juga disebut masa pencairan
identitas diri. Itu ditandai dengan gejolak emosi yang tidak stabil.

Ketidakstabilan emosi ini akan mempengaruhi hubungan suami istri,
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menyebabkan banyak konflik dan akhirnya berujung perceraian. (3) Berisiko
terjadinya KDRT , wanita yang menikah di bawah umur lebih rentan terhadap
kekerasan dalam rumah tangga. (4) Putus Sekolah, putus sekolah salah satu
dampak yang ditimbulkan dari pergaulan bebas yang mengakibatkan anak
harus menikah dibawah umur karena orang tua kurang tegas dalam
memperhatikan pendidikan anak.

B. Saran

Dari hasil penelitian pengamatan penulis mengenai pernikahan anak
dibawah umur penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Penulis berharap ketika seseorang memutuskan untuk menikah dibawah umur,
terlebih dahulu harus mempersiapkan diri secara matang, baik dari segi fisik,
mental, emosi, tanggung jawab, dan kesiapan mempunayi anak. Sehingga
nantinya pernikahan dirinya menjadi awet dan sukses seperti tujuan
pernikahan yang sesungguhnya yakni keluarga yang sakinah, mawaddah wa
rahmah.

2. Penulis berharap peran orang tua memberikan bimbingan kepada putra-
putrinya tentang pentingnya pendidikan untuk meraih masa depan dan
menganjurkan supaya anaknya melanjutkan sekolah dan juga jangan terburu-
buru untuk melangsungkan pernikahan sebelum benar-benar siap secara fisik
maupun mental dan peran orang tua sebaiknya bisa lebih intens melihat
pergaulan anaknya khususnya para remaja, karena dari lingkungan yang bisa

membimbing arah pergaulan anak-anak tersebut.
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3. Penulis juga berharap peran masyarakat hendaknya lebih memperhatikan
terlebih dahulu kesiapan lahir dan batin dalam menikahkan anak-anaknya,
sehingga kesadaran dalam berumah tangga itu terjalin dan dapat terbentuk

keluarga dan kehidupan bermasyarakat yang harmonis.
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11.
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bawah umur di kecamatan wara utara
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Mengapa anda menikah di usia muda?
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Apa pendidikan terkahir anda
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